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“PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH”

ABSTRAK

Sulis Alifatul Nur Khoeriah
NIM.2017301043

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rumah sakit adalah tempat yang menyediakan dan memberikan pelayanan
kesehatan untuk berbagai masalah kesehatan. Rumah sakit syariah adalah rumah
sakit yang dalam pengoprasionalanya menerapkan prinsip syariah. Rumah sakit
syariah juga merupakan rumah sakit yang dikelola berdasarkan Magasid asy-
Syariah. Di Kabupaten Banjarnegara, Rumah Sakit Syariah menjadi pilihan
masyarakat sebagai tempat pengobatan Islami. Tetapi dalam penyelenggaraanya,
Rumah Sakit Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Rumah Sakit
Syariah yang tercantum dalam sebuah fatwa nomor 107 tahun 2016 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan dari
penelitian ini  untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana
penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan analisis penyelenggaraan
Rumah Sakit Islam Banjarnegara perspektif fatwa DSN MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan
Prinsip Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) vyaitu
penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi
penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi
dan dokumentasi yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Sedangkan
sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang releven sesuai
dengan judul penelitian. Kemudian data di analisis menggunakan pendekatan
normatif dan empiris.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, penyelenggaraan di
Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagian besar sudah menerapkan prinsip-
prinsip syariah dalam operasionalannya meliputi, pelayanan, obat, makanan,
minuman serta pengelolaan dana, dan sebagai upaya bagi Rumah Sakit Islam
Banjarnegara memperoleh Sertifikasi syariah. Kedua dalam penerapan prinsip-
prinsip syariah belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan
Fatwa DSN MUI No0.107/DSN-MUI/X/2016. Yakni Rumah Sakit Islam
Banjarnegara belum memiliki Dewan Pengawas Syariah, belum mengikuti dan
merujuk fatwa DSN MUI terkait hukum Islam kontemporer bidang kedokteran,
belum memiliki sertifikat halal untuk obat-obatan dan masih bekerja sama dengan
Lembaga Keuangan Non Syariah.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Rumah Sakit Syariah, Fatwa DSN MUI,
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini
berlandaskan pada Suat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o ba’ B Be
- ta’ T Te
- $a $ es (dengan titik di atas)
= Jim J Je
. ha h ha (dengan titik di bawah)
. kha Kh ka dan ha
@)
Dal D De
=)
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
) Zai Z Zet
J
% Sin S Es
r Syin Sy es dan ye
= Sad S es (dengan titik di bawah)
" dad d de (dengan titik di bawah)
5 ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 za’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain koma terbalik ke atas
. Gain G Ge
C
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J fa F Ef
P Qaf Q Qi
5 Kaf K Ka
J Lam L El
- Mim M Em
R Nun N En

Waw W W
3
N ha H Ha
. Hamzah Apostrof
J Y Y
s ya e
B. Vokal

VVokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek.

vocal rangkap dan vocal panjang.
1. Vocal Pendek
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah Fathah A
Kasrah Kasrah |

Dammah dammah U

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:




Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis
Fathah dan ya’ Ai adani < Bainakum
A d " I
Fathah dan u adanu J}e Qau
Wawu

3. Vocal Panjang
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah* alif ditulis a Contoh &\~ ditulis jahiliyyah

m
Fathah+ ya’ ditulis Contoh o3 ditulis tansd

i SR e J
Kasrah +ya’ mati ditulis T Contoh & S ditulis karim

Dammah + wawu mati ditulis Contoh 23, ditulis funid

C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan, ditulis h:

- Ditulis Jjarah

Ditulis Igtisadiyah

SQWE

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

‘&)\ s Ditulis ni‘matullah

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h
(h).

Contoh:



JUabsy! Ny Raudah al-atfal

3)541\ i, Al-Madinah al-Munawwarah

D. Syaddah (Tasydid)
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

53 5aze Ditulis mutaaddidah
s Ditulis ‘iddah

E. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah
<4y Ditulis al-hukm

o2 A Ditulis al-gard

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

Lol Ditulis as-Sama’

&)l Ditulis at-tarig
)

F. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

. Ditulis syai’un

£ Ditulis ta’khizu

Xi



o 4l Ditulis umirtu
=

G. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh:

a2y o e IRY 9 : wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit harus terus berkembang agar dapat bersaing dengan
rumah sakit lain di era globalisasi saat ini. Perkembangan rumah sakit
sangat bergantung pada mutu pelayanan. Rumah sakit tidak hanya dapat
memberikan layanan yang memuaskan tetapi juga berorientasi pada nilai,
sehingga mereka dapat mencapai kinerja yang diharapkan selain
produktivitas yang tinggi.

Rumah sakit Islam memiliki seluruh operasi berdasarkan Magasid
asy-syari’ah al-Islamiyah, yaitu menjaga agama, hidup, akal, keturunan,
dan harta. Maqasid asy-Syari’ah adalah landasan untuk menentukan
hukum-hukum Islam dan tujuan-tujuan syariah untuk mencapai kebaikan
dan mencegah keburukan. Oleh karena itu, ia digunakan sebagai pedoman
untuk mengelola fungsi-fungsi manajemen rumah sakit, seperti menjaga
sumber daya insani, mengelola sarana dan prasarana, dan mengelola
keuangan.?

Ketentuan mengenai Rumah Sakit Syariah terdapat dalam Fatwa

DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

! Agung Tahfidzul Iman, “Gambaran Efektifitas dan Kepuasan Pasien Pada Unit
Rekam Medis di RSU Kota Tangerang Selatan dan RSIA Kemang Medical Care tahun
20177, Skripsi, (Jakarta : Fak. Kedokteran dan IImu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah,
2018), him 1, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38133, di akases
pada 10 Maret 2024.

2 Annisa Sholiha, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016
Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto”, Skripsi, (Surabaya
:  Fak. Syariah dan Hukum UIN  Sunan  Ampel, 2018), him 3,
http://digilib.uinsa.ac.id/27589/1/Annisa%20Sholiha_C72214066.pdf, di akses pada 10
Maret 2024.
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Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa tersebut
disebutkan bahwa ketentuan terkait rumah sakit syariah salah satunya
adalah rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, rumah sakit
wajib mengikuti dan merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam hal hukum Islam modern di bidang kedokteran, rumah sakit
diharuskan untuk menggunakan obat-obatan, makanan, minuman,
kosmetik, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal
dari MUI. Jika obat yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dari
MUI, maka obat-obatan yang tidak mengandung unsur haram boleh
digunakan. apabila rumah sakit menggunakan obat yang mengandung
unsur haram maka pihak rumah sakit melakukan prosedure informed
consent, vyaitu persetujuan untuk melakukan tindakan medis yang
diberikan oleh pasien atau keluarga, setelah mendapatkan informasi yang
jelas dan rinci tentang prosedure atau pengobatan.®

Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah
dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit baik bank, asuransi, lembaga
pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun dan masih

banyak lagi ketentuan yang di tetapkan dalam Fatwa DSN MUI

3 Jocelyn Prima Utami, “Informed Consent Bukanlah Sekadar Lembar
Persetujuan Medis”, https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-
lembar-persetujuan-
medis#:~:text=Informed%20consent%20adalah%20persetujuan%20tindakan,mengenai%
20prosedur%20atau%20pengobatan%20diberikan, di akses pada 17 April 2024.
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N0.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah
Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. *

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)
didirikan pada tanggal 12 Juli 1994 di Yogyakarta, dan diresmikan pada
tanggal 1 Oktober 1994 di Ciloto, Jawa Barat. bebas dan tidak mengejar
keuntungan, dengan keinginan untuk mewujudkan kesehatan profesional,
berkualitas, dan islami. Rumah sakit syariah yang bersertifikat dan
disertifikasi oleh DSN MUI disebut MUKI. Organisasi ini didirikan untuk
mendorong berdirinya rumah sakit syariah. Fatwa DSN MUI No.
107/DSNMUI/X/2016 menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rumah
Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Kode Etik Rumah Sakit Syariah, Kode
Etik Dokter di Rumah Sakit Syariah, Standar Pelayanan Minimal di
Rumah Sakit Syariah, dan pedoman lain untuk persiapan rumah sakit
menuju Rumah Sakit Syariah. °

Per tanggal 21 Januari 2023, MUKISI telah mencatat 74 rumah
sakit yang telah disertifikasi dan saat ini sedang dalam proses perawatan.
Di antaranya adalah 17 Sertifikasi RS Syariah, 10 Resertifikasi RS
Syariah, 4 Sertifikasi (Survei Istigomah), 8 Survei Pra, 18 Pendampingan,
dan 17 Pendampingan yang didaftarkan. Jumlah yang terus meningkat ini

pasti akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan RS

4 Fatwa DSN MUI No0.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoma
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

® Muhammad Farhan, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam
Sultan Agung Semarang”, Skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah, 2018), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43264,
him. 1-2, diakses pada 10 Maret 2024.
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Syariah. Sangat penting untuk diingat bahwa Rumah Sakit Syariah tidak
mendiskriminasi pasien. Ketentuan yang ada di RS Syariah sama dengan
ketentuan rumah sakit umum lainnya. Rumah sakit yang disertifikasi
secara syariah tidak melakukan diskriminasi atau antikebhinekaan.
Namun, ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk sertifikasi RS
Syariah yang sesuai dengan syariat. Panduan ini meliputi sisi pelayanan
syariah, akad, manajemen, kesesuaian syariat Islam, hingga teknis-teknis
medis. °

Untuk menjadikan rumah sakit yang berprinsip syariah perlu
adanya tujuan dan cita cita yang jelas. Dengan Visi berlomba dalam
kebajikan dengan keramahan yang Islami dan didukung misinya yaitu
mewujudkan pelayanan rumah sakit yang islami, menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan, mengembangkan
pelayanan unggulan khususnya bedah urologi dan mengembangkan
manajemen yang efektif dan dinamis merupakan impian/harapan cita cita
yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

Rumah sakit Islam yang ingin meningkatkan pelayanan islami.
Salah satunya Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang berlokasi di JI. Raya

Bawang KM No.8, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah 53471. Rumah

¢ Admin-mukisi, “Jumlah RS Syariah di Indonesia Kian Meningkat, Hampir
100 Rumah Sakit yang Mendaftar Sertifikasi”  https://mukisi.com/6204/jumlah-rs-
syariah-di-indonesia-kian-meningkat-hampir-100-rumah-sakit-yang-mendaftar-
sertifikasi/, diakses pada 10 Maret 2024.

" Anonim, “RSI Banjarnegara Siap Menjadi Rumah Sakit Type C”
https://www.matamatanews.com/rsi-banjarnegara-siap-menjadi-rumah-sakit-type-
c#:~:text=Visi%20RS1%20Banjarnegara%20adalah%20berlomba,pelayanan%20ungqula
n%20khususnya%20bedah%20urologi, Diakses pada 10 Maret 2024.
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Sakit Islam Banjarnegara merupakan rumah sakit pertama yang mendapat
predikat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia
(LARSI) di tahun 2022, yang sebelumnya juga berhasil meraih Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2019.2 KARS merupakan Komisi
Akreditasi Rumah Sakit yang pelaksana akreditasi rumah sakit bersifat
fungsional, non struktural dan bertanggung jawab.®

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan
staf bagian diklat, bahwa Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam
penyelenggaraan rumah sakit berupaya menerapkan prinsip syariah sesuai
Fatwa DSN MUI dan berupaya agar mendapatkan Sertifikasi Syariah dari
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI.)

Sebagian tampak sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.
107/DSN-MUI/X/2016 seperti, perawat di RSI Banjarnegara sebelum
melakukan aktivitasnya membaca basmalah terlebih dahulu, di RSI
Banjarnegara memiliki panduan tatacara ibadah yang wajib dilakukan
pasien muslim dan kegiatan kerohanian untuk kesembuhan pasien.

Kegiatan kerohanian seperti kajian rutin setiap senin pagi, baca Al-Quran

8 Anonim, “Penyerahan Penghargaan Akreditasi Paripurna RSI Banjarnegara”,
https://rsibanjarnegara.com/details/235/PENYERAHAN-PENGHARGAAN-
AKREDITASI-PARIPURNA-RSI-
BANJARNEGARA#:~:text=BANJARNEGARAY%20%E2%80%93%20Rumah%20Sakit
%201slam%20Banjarnegara,Jumat%20(12%2F08), diakses pada 2 April 2024.

®Anonim, “Survei Akreditasi KARS”, https://kars.or.id/wp-
content/uploads/2022/05/PROPOSAL-SURVEI-AKREDITASI-KARS-New-Design.pdf,
diakses pada 2 April 2024.
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sebelum bekerja, keliling ke setiap pasien untuk melakukan do’a bersama
dan perawatan jenazah.

Prosedure pelayanan tersebut tercantum didalam fatwa DSN MUI
No. 107/DSN-MUI/X/2016 ke 5 ayat 6 yang berbunyi rumah sakit wajib
memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai
dengan kebutuhan pasien. Dan ke 5 ayat 12 yang berbunyi rumah sakit
memiliki panduan terkait tatacara beribadah yang wajib dilakukan pasien
muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang
sakit).

Adapun ketentuan yang tercantum di dalam fatwa bahwa Rumah
Sakit Islam Banjarnegara tampak belum jelas prosedurnya yang sesuai
dengan fatwa. Di fatwa di sebutkan rumah sakit wajib memberikan
pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical
patway dan atau standar pelayanan yang berlaku (ke 5 ayat 2) ; rumah
sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (ke 5 ayat 10) ; rumah
sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya
penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiyaan,
lembaga penjaminan, maupun dana pensiunan (ke 7 ayat 1).1

Clinical patway merupakan multidisiplin terkait perawatan pasien
secara tepat waktu dengan sumber daya dan tatalaksana sesuai. Clinical

patway sebagai alat utama yang digunakan untuk mengelola kualitas

10 Riris Afianto, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM, interview
by Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 7 Maret 2024.

1 Fatwa DSN MUl No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoma
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.



dalam perawatan kesehatan mengenai standarisai proses perawatan, juga
dikenal sebagai jalur kritis, jalur perawatan, jalur perawatan terpadu, atau
peta perawatan.'? Pentingnya Clinical patway adalah untuk melakukan
tindakan klinis berbasis bukti pada fasilitas layanan kesehatan.®

Sedangkan RSI Banjarnegara belum menerapkan standar
pelayanan sesuai dengan clinical patway, belum memiliki Dewan
Pengawas Syariah, belum sepenuhnya menggunakan Jasa Lembaga
Keuangan Syariah kurangnya pemahaman para petugas di RSI
Banjarnegara mengenai akad-akad syariah yang tercantum di dalam
fatwa.!* Dari ketentuan yang tercantum di dalam fatwa tersebut Rumah
Sakit Islam Banjarnegara tampak belum sepenuhnya menerapkan
ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut alasan dari RSI Banjarnegara terkait hal-hal yang sudah ditetapkan
didalam fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman
penyelenggaraan rumah sakit syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara
untuk itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul ¢

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM

12 Suryani Yulianti, “Esensi Clinical Patway/ Care Patway Dalam Sistem
Rujukan”, https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/esensi-clinical-pathway-care-pathway-
dalam-sistem-
rujukan/#:~:text=Clinical%20pathway%2C%20juga%20dikenal %20sebagai,kesehatan%2
Omengenai%?20standarisasi%20proses%20perawatan, di akses pada 2 April 2024.

13 Nathania S. Sutisna, “Pentingnya Clinical Pathway Bagi Fasilitas Kesehatan”,
https://www.alomedika.com/pentingnya-clinical-pathway-bagi-fasilitas-kesehatan, di
akses pada 2 April 2024.

14 Riris Afianto, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM interview
by Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 1 April 2024.
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BANJARNEGARA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO 107/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH
SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ”
. Definisi Operasional
Penulis menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata berikut untuk
menjadikannya lebih mudah untuk memahami masalah yang akan dibahas
di masa depan dan untuk mengurangi kesalahpahaman atau multitafsir
dalam memahami kata-kata yang dibahas dalam skripsi ini:
1. Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam
Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam adalah kegiatan
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berprinsip
syariah. Penyelenggaraan tersebut meliputi beberapa aspek vyaitu
ketentuan terkait pelayanan, lembaga keuangan syariah, obat-oabatan,
makanan dan minuman.*
2. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016
Merupakan fatwa yang berisi pedoman untuk menjalankan
rumah sakit yang berprinsip syariah.

3. Prinsip Syariah

15 Haqiqotus Sa’adah, “Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi
Ekonomi Syariah”, Jurnal TI’thisom, Vol. No. 2 Edisi Oktober 2022,
file:///C:/Users/user/Downloads/JURNAL +Hagiqotus.pdf, diakses pada 16 April 2024.



file:///C:/Users/user/Downloads/JURNAL+Haqiqotus.pdf

Prinsip Syariah adalah dasar hukum Islam yang mengatur
kegiatan perbankan berdasarkan keputusan lembaga yang berwenang
dalam bidang syariah.®

C. Rumusan Masalah
Atas dasar uraian dan pembahasan yang ada di atas maka secara
terperinci masalah yang ada dalam skripsi ini diurakan dalam bentuk
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara ?

2. Bagaiamana analisis penyelenggaraan Rumah  Sakit Islam
Banjarnegara prespektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016
Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip
Syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa
tujuan dari penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam
Banjarnegara.

b. Untuk mengetahui analisis penyelenggaraan Rumah Sakit Islam
Banjarnegara prespektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit

Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia pusat Bahasa
Edisi Kempat (Jakarta: Garuda Pustaka Utama, 2011), HIm. 1096.
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2. Manfaat Penelitian
Sebagai garis besar manfaat dari penelitian ini, tanpa melebar ke
inti pokok masalah, berikut adalah manfaatnya

a. Bagi penulis : penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman penulis tentang ilmu pengetahuan secara teoritis dan
praktis sehingga mereka dapat belajar berpikir secara analitis kritis
tentang masalah yang dibahas.

b. Bagi pembaca : penelitian ini akan menjadi dasar untuk penelitian
selanjutnya tentang penilaian pelayanan yang baik dan buruk.
Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menentukan penyebab
masalah atau kegagalan dalam sistem pelayanan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengemukakan dan menelaah
mengenai adanya teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh
penulis. Dengan begitu maka kajian pustaka ini yang akan dijadikan dasar
pemikiran dalam penyusunan dan analisis permasalah pada penelitian ini.
Penulis membuat beberapa referensi dari buku-buku dan sumber ilmiah
lain untuk menunjukkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang
diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan yang berjudul
“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Agung
Semarang”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan

menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu mengamati
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langsung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dari penelitian
tersebut tersebut dapat disimpulkan ada yang sesuai dan ada yang tidak
sesuai seperti dalam akad syariah tidak tertera di dalam fatwa DSN-MUI
No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang digunakan oleh rumah sakit dalam
transaksinya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
Farhan yaitu penulis akan lebih fokus dengan pelayanan yang ada di
Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No.
107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas
akad-akad syariah pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.’
Penelitian yang dilakukan oleh Mala Aprilyas yang berjudul
“Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari
Asih  Ciledug “. Penelitian yang dilakuka oleh Mala Aprilyas
menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu dengan mengkaji
Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Rikza
Maulana selaku Ketua DPS di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug yaitu belum
maksimal masih terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi, karena
belum ada Standar Pengawasan secara tertulis khusus untuk DPS Rumah
Sakit Syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mala Aprilyas
yaitu penulis akan lebih fokus dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit

Islam Banjarnegara prespektif ~ fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-

17 Muhammad Farhan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit
Islam Agung Semarang”, Skripsi, (Jakarta : Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2018),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43264/1/MUHAMMAD%20F
ARHAN-FSH.pdf, diakses 10 Maret 2024.



https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43264/1/MUHAMMAD%20FARHAN-FSH.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43264/1/MUHAMMAD%20FARHAN-FSH.pdf
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MUI/X/2016, sedangkan dalam penelitian tersebut membahas mekanisme
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Rumah
Sakit Sari Asih Ciledug.*®

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi yang berjudul
“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang
Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo”. Penelitian yang
dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi menggunakan metode penelitian
lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan
dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara
umum penerapan prinsip-prinsip syariah di Rumah Saki PKU
Muhammadiyah Wonosobo menggunakan empat ketentuan wajib,
diantaranya ketentuan akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan
minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainya serta pengolahan dana,
ketentuan tersebut ada dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016. Kemudian untuk hambatanya yaitu terdapat pada
pembentukan SDI yang belum berjalan, masih menngunakan jasa
keuangan konvensional dan pelayanan pasien terkait pendapatan obat-
obatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi
yaitu penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam

Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016,

18 Mala Aprilyas, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah
Sakit Sari Asih Ciledug “, Skripsi, (Jakarta : Fak. Syariah UIN Syariah UIN Syarif
Hidayatullah,  2020), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56605,
diakses pada 10 Maret 2024.



https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56605
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sedangkan penelitian tersebut membahas penerapan dan hambatan fatwa di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.*®

Penelitian yang dilakukan oleh Mu’Adil Faizin yang berjudul “
Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit
Syariah ™. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa latar belakang
munculnya fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 ada dua alasan
diantaranya kebutuhan masyarakat indonesia yang mengharuskan
mengembangkan pemikiran syariah dan adanya kekosongan hukum.
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mu’Adil Faizin yaitu penulis
akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara
prespektif  fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan
penelitian tersebut membahas latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI
No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit
Berdasarkan Prinsip Syariah. %

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatun Nikmah yang berjudul
Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit
Muhammadiyah Lamongan ”. Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatun
Nikmah menngunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu

suatu penelitian yang dilakukan dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut

1% Muhamad Mas Rofi, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo™, Skripsi, (Semarang : Fak. Syariah
UIN Walisongo, 2020), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14234/, diakses pada 10
Maret 2024.

2 Muw’Adil Faizin, “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggara
Rumah Sakit Syariah” , Jurnal Nizham, Vol. 06, NO. 02 Juli-Desember 2018, https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1306, diakses pada 10 Maret 2024.



https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14234/
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1306
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1306
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disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan konsep prinsip-prinsip syariah
meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman serta pengolahan
dananya sudah sesuai dengan fatwa fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016. Kemudian pada implementasinya bahwa Rumah Sakit
Muhammadiyah Lamongan sudah menngunakan ketentuan yang wajib
dilaksanakan dalam penyelenggara rumah sakit berdasarkan prinsip
syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shofiatun Nikmah yaitu
penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam
Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016,
sedangkan penelitian tersebut membahas konsep prinsip-prinsip syariah di
Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.?

Agar mempermudah mengenai perbedaan dan persamaan kajian
pustaka dengan penelitian ini, maka disimpulkan dalam bentuk tabel
sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perbandingan dengan Peneliti Sebelumnya

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. | Muhammad | Penerapan Sama sama | Penulis akan lebih
Farhan Prinsip- membahas fokus dengan
Prinsip ketentuan yang | pelayanan yang ada
Syariah tercantum di Rumah Sakit
Dalam didalam fatwa | Islam Banjarnegara
Rumah DSN-MUI No. | prespektif fatwa
Sakit Islam 107/DSN- DSN-MUI No.
Agung MUI/X/2016 107/DSN-
Semarang MUI/X/2016,
sedangkan dalam
skripsi tersebut

21 Shofiatun Nikmah, “Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di
Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan”, Skripsi, (Surabaya : Fak. Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sunan Ampel, 2019), http://digilib.uinsa.ac.id/32833/, diakses pada 10 Maret
2024.
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membahas akad-
akad syariah pada
Rumah Sakit Islam

Sultan Agung
Semarang
Mala Mekanisme Sama sama Penulis akan
Aprilyas | Pengawasan membahas membahas
Dewan ketentuan yang |pelayanan yang ada
Pengawas tercantum di Rumah Sakit
Syariah di | didalam fatwa |Islam Banjarnegara
Rumah DSN-MUI No. | prespektif fatwa
Sakit Sari 107/DSN- DSN-MUI No.
Asih MUI/X/2016 107/DSN-
Ciledug MUI/X/20186,
sedangkan dalam
penelitian tersebut
membahas
mekanisme
pengawasan yang
dilakukan oleh
Dewan Pengawas
Syariah di Rumah
Sakit Sari Asih
Ciledug.
Muhamad | Implementa Sama sama Penulis akan
Mas Rofi si Fatwa membahas membahas
DSN-MUI | ketentuan yang | pelayanan yang ada
No. tercantum di Rumah Sakit
107/DSN- | didalam fatwa | Islam Banjarnegara
MUI/X/201 | DSN-MUI No. | prespektif fatwa
6 Tentang 107/DSN- DSN-MUI No.
Pedoman MUI/X/2016 107/DSN-
Penyelengg MUI/X/2016,
ara Rumah sedangkan
Sakit penelitian tersebut
Berdasarkan membahas
Prinsip penerapan dan
Syariah di hambatan fatwa di
Rumah Rumah Sakit PKU
Sakit PKU Muhammadiyah
Muhammad Wonosobo
iyah
Wonosobo
Mu’Adil Analisis Sama sama Penulis akan
Faizin Fatwa membahas membahas
DSN-MUI | ketentuan yang | pelayanan yang ada
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Tentang tercantum di Rumah Sakit
Pedoman didalam fatwa | Islam Banjarnegara
Penyelengg | DSN-MUI No. | prespektif fatwa
ara Rumah 107/DSN- DSN-MUI No.
Sakit MUI/X/2016 107/DSN-
Syariah MUI/X/2016,
sedangkan
penelitian tersebut
membahas latar
belakang
munculnya fatwa
DSN-MUI No.
107/DSN-
MUI/X/2016
tentang Pedoman
Penyelenggara
Rumah Sakit
Berdasarkan
Prinsip Syariah.
5. Shofiatun Konsep Sama sama Penulis akan
Nikmah Rumah membahas membahas
Sakit ketentuan yang | pelayanan yang ada
Syariah dan tercantum di Rumah Sakit
Implementa | didalam fatwa | Islam Banjarnegara
sinya di DSN-MUI No. | prespektif fatwa
Rumah 107/DSN- DSN-MUI No.
Sakit MUI/X/2016 107/DSN-
Muhammad | dan ketentuan MUI/X/2016,
iyah rumah sakit sedangkan
Lamongan syariah penelitian tersebut
membahas konsep
prinsip-prinsip
syariah di Rumah
Sakit
Muhammadiyah
Lamongan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dan dijelaskan dalam lima bab untuk
membuatnya mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca. Berikut

adalah pembahasan terperinci dari lima bab tersebut:
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BAB | pertama berisi pendahuluan yang menjabarkan mengenai
latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, studi literatur , dan sistematika pembahasan.

BAB Il Landasan Teori menjelaskan mengenai Fatwa DSN MUI
NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah
sakit syariah, pada bab ini akan membahas mengenai fatwa, konsep rumah
sakit secara umum, dan konsep rumah sakit syariah antara lain pelayanan,
obat-obatan, makanan dan minuman, serta pengelolaan dana rumah sakit
syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang
Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB Ill menjelaskan tentang metode penelitian mengenai
penguraian metode penelitian yang digunakan penulis untuk mencari
berbagai data meliputi jenis penelitian, tempat dan lokasi penelitian,
sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang
digunakan

BAB IV berisi hasil dari analisis penyelenggaraan Rumah Sakit
Islam Banjarnegara prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-
MUI/X/2016.

BAB V penutup, berisi rekomendasi/saran penulis tentang hasil
penelitian berdasarkan fakta-fakta lapangan dan fatwa DSN MUI. Penutup
juga berisi kesimpulan penelitian penulis tentang masalah yang dibahas
dalam penelitian ini, dan rekomendasi adalah harapan penulis agar

penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya.



BAB I1
KAJIAN TEORI
A. Konsep Umum Rumah Sakit Syariah
1. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang memiliki seluruh
operasional atau kegiatanyanya berdasarkan Maqgasid asy-Syari’ah,
yaitu menjaga agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Maqasid asy-
Syari’ah, adalah landasan untuk menentukan hukum-hukum Islam dan
tujuan-tujuan syariah untuk mencapai kebaikan dan mencegah
keburukan. Operasional atau kegiatan rumah sakit berdasarkan
Maqasid asy-Syari’ah ini berkaitan dengan tata laksana pelayanan,
obat-obatan, makanan dan minuman yang ada di rumah sakit, seperti
tata laksana dalam pengelolan dana rumah sakit yang bekerja sama
dengan lembaga keuangan syariah, obat-obatan, makanan dan
minuman berbahan yang halal.??

Rumah sakit bisa dikatakan rumah sakit syariah apabila rumah
sakit tersebut sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pengoprasionalnya
menerapkan semua standar operasional rumah sakit yang telah
terferifikasi DSN-MUI. Syarat wajib yang ada dalam daftar Periksa

Persyaratan untuk mengajukan sertifikasi yaitu :

22 Masyhudi AM, Tranformasi Ekonomi Syariah Di Bidang Pelayanan
Kesehatan (Rumah Sakit) Dalam Menjawab Dinamika Perekonomian Global, Jakarta: 6
Desember 2019.

18
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a. Rumah sakit sudah terakreditasi olen Komisi Akreditasi Rumah
Sakit (KARS)
b. Rumah Sakit sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Upaya
Kesehatan Islan Seluruh Indonesia (MUKISI)
c. Rumah sakit telah memiliki sertifikasi halal untuk gizi rumah sakit
d. Rumah sakit telah memiliki calon Dewan Pengawas Syariah yang
sudah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Wilayah
setempat. 23
Kodifikasi standar operasional rumah sakit syariah yang
disertifikasi merupakan hasil kerja sama amtara DSN-MUI dengan
MUKISI, MUKISI merupakan badan penyelenggara kesehatan Islam
bersifat bebas dan tidak mencari keuntungan. Di dalam standar
operasional rumah sakit syariah yang sudah terferifikasi dilakukan
penggolongan berdasarkan Magasid asy-Syari’ah terdiri 5 (lima) bab
penjagaan yang masing-masing bab nya ada 2 (dua) kelompok yaitu
standar manajemen dan standar pelayanan, serta terdapat elemen
penilaian. 24
2. Lima Unsur Pokok Magqasid asy-Syariah
Magqasid asy-Syari’ah secara bahasa terdiri dari 2 kata yaitu
Magqasid dan Syari’ah. Maqgasid jamak dan berasal dari kata qasid

yang berarti lurusnya jalan. Bahwa tujuan syariat adalah makna dan

2 Standar &  Instrumen  Sertifikasi Rumah  Sakit  Syariah,
https://mukisi.com/download/buku/Buku-Standar-1441H%20-isi.pdf, di akses pada 26
Juni 2024

24 Masyhudi AM, Tranformasi Ekonomi Syariah Di Bidang Pelayanan
Kesehatan (Rumah Sakit) Dalam Menjawab Dinamika Perekonomian Globa...
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tujuan syariat yang dapat diobservasi dalam segala peraturan atau
hukumnya.

Pengkajian mengenai Magasid asy-Syari’ah secara khusus,
sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi Al-Maliki dari kalangan
Malikiyah. Menyatakan secara tegas bahwa tujuan utama Allah
menetapkan hukum-hukum-Nya untuk membuat hidup manusia
menjadi lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.Dalam kitabnya
Al-Muwafaqa, Imam Al-Syatibi menggunakan metode yang berbeda-
beda mengenai tujuan syariah, antara laintujuan syariah, dan tujuan
pemerinta.walaupun berbeda-beda, tida ada perbedaan makna diantara
keduanya. 2°

Kemudian Al-Syatibi Al-Maliki mengembangkan konsep Magasid
asy-Syariah untuk dijadikan acuan dalam pengoprasionalan rumah
sakit syariah. Ada 5 unsur pokok yang bisa diterapkan dalam
pelayanan kesehatan di rumah sakit syariah di antaranya :

a. Penjagaan agama (Hifz ad-din)

Semua ajaran agama berkaitan dengan akidah, ibadah, dan
hukum-hukum yang diberikan Alloh kepada manusia. Semuanya
terdiri dari rukun iman dan rukun Islam.®

Implementasi Rumah Sakit Syariah: 1) Rumah sakit

menerapkan Standar Prosedure Operasional untuk menerima,

%> Ahmad Fathan Anig, Maga>s}id asy-Syari>ah wa maka}natuha} istiba}t al-
hukm asy-Syari>ah, Al-Qanun, Vol. 12, No.1, Juni 2019, him. 3

%6 Abdul Helim, “ Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh (Konsep dan
Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),
him. 25.
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mengajar dan memulangkan pasien. 2) Rumah sakit menawarkan
upaya rugyah syariah. 3) Media audio atau video islami
ditambahkan ke standar transportasi rumah sakit. 4) Rumah sakit
berusaha untuk memastikan bahwa formularium obat tidak
mengandung bahan yang dilarang. 5) Rumah sakit memastikan
operasi dan anestesi sesuai syariah. 6) Rumah sakit memastikan
bahwa ada upaya menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis
kelamin dan pemeliharaan ikhtilath telah dilakukan.?’

A 55 Y5 Al 38N dlogade I S 200 506 (e 2p

S5 Y5 g

“Dari ‘Ali Karamallahu Wajhah berkata, Rasulullah saw.
Bersabda : janganlah engkau menampakkan pahamu dan jangan
(pula) engkau melihat paha orang hidup dan orang yang mati.”
(HR. Ionu Majah:1460).2®
7)Menjamin bahwa pasien menerima makanan yang sehat,
higinis.

Dalam standar operasional rumah sakit syariah dengan
unsur penjagaan agama meliputi 2 (dua) kelompok standar yaitu

standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit.

Ini merupakan uraian standar-standarnya :

2 Sulistiadi, Sri Rahayu, “Potensi Penerapan Maqashid Shariah Dalam Rumah
Sakit di Indonesia” Jurnal Batusungkar International Conference I, 15-16 October 2016,
hlm. 687-688.

28 Abu Dawud Sulaiman bin asy’ats As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh,
Darul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), him. 448.
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Tabel 2.1
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan agama?®
No | Kelompok Standar Elemen
Standar Penilaian
1. | Standar Rumah sakit Perizinan yang
Syariah menunjukan diberikan  oleh
Manajemen tanggung jawab badan  hukum
organisasi atas untuk  pemilik
kelengkapam rumah sakit.
dokumen Struktur
pemilik  rumah organisasi  dan
sakit tata kelola
(SOTK)
pemilik.

Pembiyaan dari
sumber  yang
tidak melanggar

syariah
Rumah sakit DPS dibuat oleh
memiliki Dewan pemilik dan
Pengawas diberi nama dan
Syariah  (DPS) jabatan
yang dibentuk Dokumen
oleh pemilik tertulis
untuk mengeola menguraikan
operasionalnya struktur

organisasi  dan
tata kelola DPS

Program  kerja
dan evaluasi
dibuat oleh DPS

Rumah sakit
oleh undang-
undang yang
mencangkup

elemen syariah

Sebagian besar
pemilik  rumah
sakit beragama
islam

Seluruh direksi

yang ditentukan rumah sakit

oleh pemilik beragama islam
dan dipilih
berdasarkan

2 DSN-MUI dan MUKISI, Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit
Syariah, https://mukisi.com/download/buku/Buku-Standar-1441H%20-isi.pdf, diakses
pada 18 Mei 2024.
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keagamaan
Pengelolaan
modal  insani,
aspek
keagamaan,
proses  bisnis,
pemasaran dan
keuangan
berbasis syariah
Visi dan misi Pemilik  rumah
rumah sakit sakit
berfokus  pada memutuskan
Islam. visi dan misi
yang
menjunjung
tinggi islam
Membentuk Komite syariah
komite syariah dibentuk  oleh
untuk pengelola, dan
memastikan anggota ditunjuk
bahwa layanan dengan  nama
diberikan sesuai dan jabatan
dengan syariah Dokumen

tertulis
menguraikan
struktur komite
syariah dan tata
kelolanya

Membuat
program  Kerja,
melakukan
evaluasi dan
melakukan
tindak lanjut

Lembaga takmir
masjid dibentuk
oleh rumah sakit
untuk
melaksanakan

tugas  dakwah
dan
memakmurkan
masjid atau
musholla
Lembaga

ketakmiran
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memiliki
struktur
organisasi  dan
tata kelola yang

jelas

Membuat
program  Kerja,
evaluasi dan

tindak lanjut

Program  kerja
dan pembinaan
di masjid atau
musholla harus
sesuai  dengan
tujuan dan visi

rumah sakit
Rumah sakit Pengelola
menentukan menentukan
struktur  bidak bidang
kerohanian kerohanian, dan
sebagai  bagian orang-orang
dari struktur yang
organisasi  dan bertanggung
tata kerja. jawab  disana

diberi nama atau
jabatan

Dokumen
tertulis
menguraikan
struktur
organisasi
bidang
kerohanian dan
tata kelolanya

Bidang
kerohanian
merancang
progran  Kerja,
melakukan
evaluasi dan
tindak lanjutnya

Rumah sakit
menyelenggarak
an akad syariah

Akad antara

rumah sakit
dengan sumber
daya insani

rumah sakit
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Akad antara
rumah sakit
dengan pasien

Akad antara
rumah sakit
dengan pemasok
alat  kesehatan
dan alat
laboratorium

Akad antara
rumah sakit
dengan pemasok
obat dan logistik

Akad antara
rumah sakit
dengan lembaga
keuangan,
asuransi,
pendidikan,
sosial dan
lembaga
kesehatan lain

Standar
syariah
manajemen
modal insani

Rumah sakit
menggunakan
tata kelola modal
insani secara
syariah  untuk
merekrut,
mengembangkan
, dan mengelola
karir

Kerjasama
dengan lembaga
pendidikan
kesehatan islami
dalam  proses
pengambilan
karyawan.

Proses
pengangkatan
karyawan
bersesuaian
dengan
perencanaan
keahlian dan
ketrampilanya

Pengembangan
kompetensi
dikelola secara
syariah

Pengelolan Karir
dijalankan
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berdasarkan
prinsip syariah

Proses
rekrutmen,
pengembangan,
dan pengeolaan
karir  diawasi

oleh komite
syariah
Dalam KPI umum dam
menetukan KPI, khususyang
penilaian didasarkan pada
Kinerja, sistem tindakan  yang
imbalan dan terkait dengan

sanksi,  rumah
sakit
menggunakan
tata kelola modal
insani secara
syariah.

konsep Magasid
Shariah

Prosedure
penilaian kinerja
karyawan
dijalankan
sesuai  dengan
prinsip syariah

Proses
pengelolaan
imbalan dan
sanksi dilakukan
berdasarkan
prinsip syariah

Rekomendasi

untuk proses
penilaian kinerja
dan KPI dinuat

oleh komite
syariah
Rumah sakit Buku panduan
menggunakan umum da
prinsip islam khusus yang
dalam orientasi diikuti oleh
umum dan seluruh

khusus  rumah
sakit memuat
nilai-nilai Islam

karyawan berisi
konten tentang
prinsip-prinsip

islam dan
bagaimana
rumah sakit

dapat
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menerapkan
dalam
operasionalnya

Orientasi umum

dan Khusus
diterapkan
dengan
mengikuti
seluruh  sumber
daya insani,
mengevaluasi
dan

menindaklanjuti

Kode Etik
Syariah
diterapkan di
rumah sakit

Pimpinan rumah
sakit
menetapkan
kode etik dokter
rumah sakit
syariah sebagai
standar etika
dalam pelayanan
medis

Kode etik dokter
rumah sakit
syariah
diterapkan
dalam  praktik
medis rumah
sakit

Standar
syariah
manajemen
akuntansi
dan
keuangan

Rumah sakit
mempunyai tata
kelola akuntansi
dan  keuangan
syariah

Pimpinan rumah
sakit  memiliki
wewenang
untuk
menerapkan tata
kelola akuntansi
dan  keuangan
syariah. Ini
Termasuk
mengendalikan
dan  mengakui
pendapatan,
investasi dan
pembiayaan
sesuai  dengan
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prinsip syariah

Program  kerja
syariah
dirancang
berdasarkan
prinsip syariah

Pencatatan
transaksi
keuangan harus
mematuhi
Pernyataan
Standar
Akuntansi  dan
Keuangan
Syariah  yang
dibuat oleh
Ikatan
Akuntansi
Indonesia (1Al)

Standar
syariah
manajemen
pemasaran

Rumah sakit
memiliki tata
kelola

pemasaran

sesuai syariah

Kebijakan,
pedoman, tata
cara pemasaran
rumah sakit
sesuai  syariah,
termasuk
bagaimana
melakukan
pemasaran,
karakteristik,
dan hal-hal yang
boleh dan tidak
boleh dilakukan
sesuai  hukum
islam dan
undang-undang
yang berlaku

Daftar  produk
layanan rumah
sakit

Proses
penawaran kerja
tidak
mengandung
riswah
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Semua  bentuk
kerjasama
dengan  pihak
lain harus sesuai
dengan etika
syariah

Rumah sakit
memiliki
kemapuan untuk
memberikan
layanan
kesehatan
kepada
masyarakat
tanpa melanggar
prinsip syariah

Pimpinan rumah
sakit
menetapkan tata
kelola
pemasaran
syariah,  yang
membahas
bagaimana
melakukan
pemasaran, fitur
rumah sakit, dan
praktik yang
boleh dan tidak
boleh dilakukan

Promosi layanan

rumah sakit
tidak
bertentangan

dengan prinsip
syariah

Pengelolaan
media promosi
sesuai  prinsip
syariah

Keterlibatan
komite syariah
dalam
memberikan
rekomendasi
terhadap tata
kelola

pemasaran
syariah
Standar Rumah sakit Menerapkan
syariah mengikuti standar fasilitas
manajemen prinsip  syariah yang mengikuti
fasilitas saat membangun prinsip syariah

dan mengelola
fasilitasnya

Menjalankan
standar ruangan
perawatan yang
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mengikuti
prinsip syariah

Pengelompokan
bangsal  sesuai
jenis kelamin

Penataan  dan
perawatan
kamar mandi
sesuai  prinsip
syariah

Pengelolan
laundry  sesuai
prinsip syariah

Penyediaan dan
penggunaan air
cuci dan air
minum
dilaksanakan
sesuai  prinsip
syariah

Memiliki tempat

ibadah yang
memadai
Mengelola
dapur halal
sesuai  prinsip
syariah

Rumah sakit
menerapkan
kebijakan  dan
panduan  mutu
untuk  menjaga
akidah, ibadah,
akhlak dan
muamalah

Indikator mutu
utama atau unit
kerja atau rumah
sakit mencakup
kebijakan  dan
pedoman mutu
tentang
pemeliharaan
agidah, akhlak,
dan muamalah
melalui aktifitas
keagamaan

Standar
pelayanan
syariah

Islamic library
of measures
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Pendataan dan
pelaporan
indikator mutu
syariah

Analisis
pelaporan

Design dan
redesaign hasil
analisis

Kajian
mengenai
program
Islamisasi
rumah sakit

Standar
syariah akses
pelayanan
dan
komunitas

Rumah sakit
menetapkan
prosedure
operasional yang
konsisten untuk
menerima,
mengajar, dan
memulangkan
pasien.

Prosedure untuk
menerima
pasien,
mendapatkan
bantuan dan
memulangkan
pasien

Pasien
dibimbing dan
dididik tentang
prinsip-prinsip
Islam di rumah
sakit dari awal
hingga akhir

Buku
kerohanian
diberikan
kepada pasien
saat pulang

Pasien diberikan
tanda terima
buku bimbingan

kerohanian
Rumah sakit Menyediakan
menyediakan layanan
standar transportasi
transportasi yang mengikuti

dengan  konten
audio atau video
Islami

prinsip syariah

Tata cara
layanan
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transportasi
syariah
Standar Rumah sakit Kebijakan,
syariah melakukan aturan dan tata
asesmen asesmen cara asesmen
pasien spiritual  untuk spiritual
mengumpulkan Metode layanan
informasi psikospiritual
keagamaan pasien masuk
pasien Form RM
(rekam medias)
mengenai
asesmen pasien
Standar Rumah sakit Kebijakan dan
syariah menetapkan praktik
pelayanan kebijakan  dan pelayanan
syariah prosedure untuk syariah untuk

merawat pasien
risiko tinggi dan
tahap terminal

pasien dengan
risiko tinggi

Pendampingan
spiritual untuk
pasien dengan
diabetes, HIV,
dan kanker

stadium lanjut

Kebijakan dan
metode
pelatihan untuk
pelayanan
spiritual di
klinik TB DOT

Pendampingan
spiritual untuk

pasien yang

sedang koma
Rumah sakit Pengadaan
memberikan makanan dan
jaminan minuman di
higienitas, rumah sakit
keamanan dilakukan sesuai
makanan,  dan prinsip syariah
terapi nutrisi Produk kemasan

kepada pasien

yang dipakai




33

memiliki
sertifikat halal

Pengelolaan,
penyimpanan
dan distribusi
makanan dan
minuman sesuai
syariah

Memiliki bukti
dokumen
sertfikasi halal
MUI

Rumah sakit Melindungi
melakukan ikhtilath,
upaya untuk khalwat, dan
menjaga  aurat aurat pasien
pasien, Proses
pelayanan yang pemakaian baju
sesuai jenis menyusui
kelamin, dan Metode
menghindari pemakaian baju
ikhtilath menyusui
Metode
pemeriksaan
pasien
berdasarkan
jenis kelamin
Metode untuk
memeriksa
pasien tanpa
menggunakan
ikhtilath
Rumah sakit Layanan
memberikan anestesi dan
jaminan  untuk bedah sesuai
layanan anestesi dengan prinsip
dan bedah sesuai syariah
syariah Metode
pemakaian hijab
Pemasangan
kateter sesuai
gender
Tidak perlu
menjama’ sholat
kecuali dalam

keadaan darurat
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karena jadwal
operasi tidak
melewati waktu
sholat

Rumah sakit
menwarkan
layanan
penatalaksanaan
ruqyah syariah

Jika dianggap
perlu, rumah
sakit
menyediakan
layanan rugyah
syariah

Metode layanan
ruqyah syariah

10.

Standar
syariah
pelayanan
obat

Rumah sakit
berusaha untuk
memastikan
bahwa
formularium
obat tidak
mengandung
bahan yang
dilarang

Mempunyai
dokumen
formalarium
dengan kode
obat yang
mengandung zat
dilarang

catatan obat
yang
mengandung
bahan yang
dilarang

Komite syariah
merekomendas
ikan buku
rapat
koordinasi
komite farmasi,
terapi, dan
komite syariah

Informed
consent syariah
untuk
penggunaan
obat yang
mengandung
zat yang
dilarang

Rumah sakit
melengkapi
dokumen
pendukung

Resep obat,
label obat dan
plastik
pembungkus
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untuk
pemberian obat
kepada pasien
dengan
membawa nilai-
nilai islam
Petugas
sakit
memberikan
obat dan juga
menyampaikan
pesan agama
kepada pasien

rumah

memuat pesan
agama

Metode
pemberian obat

Metode edukasi

Metode
konseling

11.

Standar
syariah
pelayanan
dan
bimbingan

Bimbingan
rohani Islam
diberikan kepada
pasien di rumah
sakit

Kebijakan dan
metode untuk
memberikan
bimbingan
rohani Islam
kepada pasien
sesuai dengan
kondisi spiritual
mereka

Bimbingan

rohani Islam

kepada pasien
Pasien  dengan Memberikan
permintaan pendampingan

khusus dilayani
oleh rumah sakit

rohani kepada
pasien dengan
permintaan
khusus

Prosedure
pendampingan
rohani untuk
pasien meminta
permintaan
khusus

Pelayanan
syariah

diberikan di
rumah sakit
untuk orang
meninggal

Menyediakan
layanan syariah
untuk orang
meninggal

Kebijakan dan
prosedure
pelayanan
sakaratul maut
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Penerapan
layanan
sakaratul maut

Evaluasi dan
pemantauan
prosedure
layanan
sakaratul maut

12.

Standar
syariah

pasien
keluarga

pendidikan

dan

Rumah

sakit

mengajarkan
peran keluarga

dalam
perawatan
pasien

proses

Kebijakan dan
prosedure untuk
mengatur
partisipasi
keluarga dalam
perawatan
pasien

Rekam medis
yang digunakan
untuk mencatat
keikutsertaan
keluarga

Materi
pembelajaran
tentang peran
keluarga dalam
perawatan
pasien

Penerapan
edukasi terhadap
keluarga pasien

b. Penjagaan jiwa (Hifz an-nafs)

Islam mewajibkan untuk mencapai

tegaknya jiwa,

kecukupan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal,

dalam upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya

kehidupan manusia.’°

30 Abdul Helim, “ Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh (Konsep dan

Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... him. 25.

yaitu
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jiwa meliputi 1)

Menyediakan kamar mandi. 2) Alat pemadan kebakaran dilokasi

yang strategis. 3) Terdapat aturan dilarang merokok di area rumah

sakit. 4) Di setiap ruangan, ada petunjuk yang jelas menuju jalur

evakuasi dan jalu akses. 5) penyedian sumber air yang sesuai

hukum syariah.

Dalam standar oprasional rumah sakit syariah dengan unsur

penjagaan jiwa terbagi 2 (dua) kelompok ialah standar manajemen

rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Ini merupakan

uirai-uraian standarnya :

Tabel 2.2
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan jiwa?3!
No | Kelompok Standar Elemen Penilaian
Standar
1. | Standar Program Rumah sakit
syariah manajemen menganalisis
manajemen risiko  fasilitas kebutuhan  fasilitas
fasilitas atau lingkungan spiritual
untuk Berusaha  memnuhi
mengelola dan dan mengelola
memenuhi fasilitas ibadah
kebutuhan (masjid, linen, dll.)
fasilitas ibadah Data yang berkaitan
dengan  pemenuhan
dan pengelolaan
fasilitas ibadah
Pengecekan dan
penilaian pemenuhan
dan pengelolaan
fasilitas ibadah
2. | Standar Sesuai dengan Keterlibatan  seluruh
syariah undang-undang karyawan dalam

Syariah..
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pencegah yang mendukung prosedure
dan berlaku,standar cuci tangan
pengendalia sanitasi dan
n infeksi kebrsihan

sesuai  syariah,

rumah sakit

memilikim

program

pencegah  dan

pengendalian

infeksi yang

menggunakan

teknologi

terbaru
Standar Rumah  sakit Kebijakan dan
syariah memberikan prosedure layanan
pelayanan layanan jenazah pasien yang
dan sesu meninggal
bimbingan Rumah  sakit Menyediakan
kerohanian menyediakan pelayanan jenazah

layanan
penatalaksanaa
n nyeri sesuai
syariah

sesuai syariah

Kebijakan dan aturan
untuk  pemulasaran
mayat Islam

Kebijakan dan
prosedure pengawetan
mayat

Menyediakan layanan
penatalaksana  nyeri
sesuai syariah

Prosedure manajemen
nyeri Sis
psikospiritual meliputi

a. Dzikir dan
do’a yang bisa
mengatasi rasa
sakit

b. Memahami
keimanan
tentang  rasa
sakit

Regulasi

syariah  untuk
sampah
jaringan tubuh

Melaksanakan

pengelolaan  sampah
sisa jaringan tubuh
manusia sesuai
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manusia syariah

2. | Penyediaan fasilitas
pengelolaan sampah,
darah, cairan tubuh
sisa dari jaringan dan
organ sesuai syariah

4. | Menyediakan 1. | Melakukan

sumber air penyediaan dan
sesuai  prinsip pengelolaan  sumber
syariah air sesuai syariah
2. | Rumah sakit
mempunyai daftar
sumber air bersih dan
minuman

3. | Uji coba kualitas air
bersih dan minuman

4. | Metode untuk
mengatasi kelangkaan
air bersih

5. | Air untuk memnuhi
standar air wudhu

c. Penjagaan akal (Hifz al-‘aql)

Akal adalah bagian penting dari tubuh manusia dan
memungkinkan manusia untuk membedakan, merasa, dan
mengetahui segala sesuatu yang tersedia bagi mereka, baik dalam
diri mereka maupun di luar diri mereka. Ini karena akal bukan
hanya bagian dari tubuh, tetapi juga gerak.*?

Yang meliputi unsur penjagaan akal meliputi 1) Rumah
sakit mengadakan pelatihan keagamaan yang wajib diikuti seluruh
karyawan. 2) Memberikan pendidikan islami kepada pengunjung.

3) Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk membantu pasien

32 Abdul Helim, “ Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh (Konsep dan
Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... him. 26.
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memperoleh perawatan kesehatan islami. 4) Rumah sakit memiliki

perpustakaan yang berisi literatur Islam. 5) Penyelesaian
permasalahan, keluhan dan perbedaan pendapat dilakukan secara
syariah.®

Terbagi menjadi 2 (dua) kelompok standar operasional
rumah sakit syariah dengan unsur penjagaan akal yaitu standar

manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Ini

merupakan uraian-uraiannya :

Tabel 2.3

Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan akal®*

No. | Kelompok Standar Elemen Penilaian
Standar
1. | Standar Rumah sakit Karyawan
syariah menerapkan memiliki
manajemen kebijakan kompetensi dalam
madal insani mengenali hal fikih pasien
kompetensi Karyawan yang
karyawan terkait mahir dalam fikih
fikih pasien pasien
mendukung
pelayanan syariah
Sertifikat
kompetensi
mengenai  fikih
pasien
Rumah sakit Memiliki
mengadakan program pelatihan
pelatihan yang wajib diikuti
keagamaan yang seluruh karyawan
wajib diikuti yang mencakup
seluruh kursus agama
karyawan Materi pelatihan
meliputi:
bimbingan sholat

3 Hagiqitus Sa’adah, “ Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi

Ekonomi Syariah” Jurnal I’thisom, Vol. I No. 2 edisi Oktober 2022, him. 158.

Syariah..
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untuk pasien,
bimbingan do’a
sebelum operasi,
bimbingan

tayamum, talgin,
hijab pasien dan

fikih darah pasien
Kebijakan  dan
tata cara
pendidikan
karyawan
Standar Rumah sakit Menyediakan dan
syariah menyediakan mengawasi
pendidikan perpustakaan perpustakaan
pasien  dan berisi  literatur yang berisi
keluarga Islam literatur Islam

Prosedure untuk
penyediaan buku

perpustakaan
kepada karyawan
rumah sakit,
peniliti, pendidik,
mahasiswa,
pasien, dan
keluarga

Penyelesaian
sengketa  dan
konflik
dilakukan sesuai
syariah

Penyelesaian
keluhan, konflik,
atau  perbedaan
pendapat
dilakukan sesuai
syariah

Prosedure untuk
menangani
komplain

Pendidikan dan
pelatihan
membantu
pasien
mendapatkan
kesehatan Islami
yang
berkelanjutan

Mengadakan

pendidikan  dan
pelatihan dengan
menggabungkan
prinsip  syariah
dengan pasien
dan keluarga

Program
pendidikan
keislaman
ditawarkan
kepada
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pengunjung
rumah sakit

4, 1. | Kebijakan,
pedoman,
panduan atau
SPO  mengenai
pengajaran Islam
kepada
pengunjung

2. | Menjalankan
program
pendidikan
keislaman untuk
pengunjung

3. | Bukti pendidikan
Islam untuk
pengunjung
berupa media,
penerapan, dan
materi

d. Penjagaan Keturunan (Hifz an-nasl)

Setiap orang memiliki keturunan generasi penerus,
sehingga keturunan dianggap sebagai kehormatan. Islam sangat
memperhatikan bahwa keturunan yang dilahirkan harus berasal
dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.®®
Yang termasuk unsur penjagaan keturunan ialah 1) Menyediakan
Perawatan medis untuk ibu dan bayi secara syariah. 2)
Menyediakan layanan reproduksi islami.

Standar operasional rumah sakit syariah unsur penjagaan
keturunan ada 1 (satu) kelompok yaitu standar pelayanan rumah

sakit. Ini merupakan urain-urainya :

% Abdul Helim, “ Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh (Konsep dan
Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... him. 27.



43

Tabel 2.4
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan keturunan3®
No. | Kelompok Standar Elemen Penilaian
Standar
1. | Standar 1. | Rumah sakit | 1. | Pelayanan
syariah menyediakan kesehatan untuk
pelayanan perawatan medis ibu hamil dan
pasien untuk ibu dan bayi diberikan
bayi sesuai oleh rumah sakit
syariah sesuai prinsip
syariah

2. | Prosedure
mengajar  fikih
kepada ibu hamil

3. | Prosedure
mengajar  fikih
melahirkan

4. | Prosedure
pendidikan fikih
tentang menyusui
(termasuk
menyusui  bukan
anak kandung)

5. | Prosedure
mengajar  fikih
keluarga
berencana

2. | Rumah sakit | 1. | Memberikan
menyediakan layanan
reproduksi Islam kontrsepsi

sebagai salah satu
pelayanan
reproduksi Islam

2. | Informed consent
kontrsepsi sesuai
prinsip syariah

e. Penjagaan harta (Hifz al-mal)

3 DSN-MUI dan MUKISI, Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit
Syariah...
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Semua harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik
Allah, tetapi harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman
yang akan diperhitungkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini
dapat diperhitungkan, harus digunakan sesuai dengan aturan
Islam.*’

Yang termasuk unsur penjagaan harta meliputi 1) Rumah
sakit bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam
mengelola kas, pembiayaan, dan investasi. 2) Rumah Sakit
mempunyai kebijakan dan prosedure pengelolaan pasien yang
tidak dapat dipenuhi dalam hal pembayaran. 3) Tidak ada transaksi
rumah sakit yang melanggar hukum syariah (bunga, gharar, suap,
dil). 4) Harga obat ditetapkan secara rasional .*®

Standar operasional rumah sakit syariah unsur penjagaan
harta terdapat 1 (satu) kelompom yaitu standar manajemen rumah

sakit. Ini merupakan uraian-uraianya :

Tabel 2.5
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan harta®®
No. | Kelompok Standar Elemen Penilaian
Standar
1. | Standar 1. | Pihak rumah | 1. | Pembayaran
syariah sakit dan zakat, infag, dan
manajemenh karyawan shadagah
akuntansi dan membayar dilakukan di ZIS

37 Abdul Helim, “ Maqgasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh (Konsep dan

Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... him. 28.

% Andrianto, et.al, “ Shariah Hospital Social Responsibility: Maqashid Syariah

at Muhamaddiyah Hospital”, Journal of Economics Finance and Management Studies,

Volume
2024

Syariah..

4 Issue 07 Juli 2021, https://ijefm.co.in/v4i7/Doc/24.pdf, diakses pada 18 Mei
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keuangan

zakat. Infag dan
shadagah

Rumah sakit
memiliki izin
lembaga ZIS atau
perjanjian  kerja
sama antara
rumah sakit dan
lembaga ZIS yang
resmi

Rumah sakit dan
karyawan
memiliki  bukti
pembayaran ZIS

Bukti bahwa
mustahig
menerima
zakat(jika
diberikan oleh
rumah sakit)

Laporan
penyaluran Z1S

Rumah sakit
melakukan
pengelolaan kas,
pembiyaan, dan
investasi dengan
bantuan
lembaga
keuangan
syariah

Kebijakan rumah
sakit bekerja

sama dengan
lembaga
keuangan syariah
Memiliki  bukti
bahwa rumah
sakit telah
melakukan kerja
sama dalam
pembiyaan  dan
atau investasi

dengan lembaga
keuangan syariah

Komitmen  dan
prosedure
pencatatan
keuangan  yang
memnubhi
Pernyataan
Standar
Akuntansi dan
Keuangan

Syariah
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3. | Rumah sakit | 1. | Menemukan

memiliki adanya kesalahan
kebijakan  dan perhitungan
prosedure dalam sistem
pengelolaan keuangan

pasien dalam hal
tidak  mampu
membayar

2. | Metode yang
digunakan dalam
sistem
perhitungan
billing pasien

B. Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
1. Fatwa DSN-MUI
Fatwa (al-fatwa) berarti petuah, penerangan, jawaban dari
pertanyaan terkait dengan hukum. Dalam ilmu ushul figih, yaitu
pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum atau seseorang
yang mempunyai kemampuan berijtihad sebagai jawaban yang
diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus bersifat tidak
mengikat. “°
Pengertian fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara
dalam suatu masalah menjadi jawaban atas suatu pertanyaan, baik
penanya jelas atau tidak, dan apakah itu individu atau kelompok.
Dengan adanya perkembangan lembaga lembaga ulama,

masyarakat semakin banyak yang ingin berpartisipasi dalam kemajuan

40 Nawawi, Teknik Pembentukan Fatwa Hukum, (Widyaiswara Madya : Balai
Diklat Kegamaan Palembang)
https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/fatwahukum.pdf, diakses pada 24
Mei 2024.
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lembaga tersebut. Untuk mengantisisipasi tuntutan ini, Majelis Ulama
Indonesia membentuk Dewan syariah Nasional untuk mengatur ulama
dalam menangani masalah ekonomi. Dewan Syariah Nasional dibentuk
oleh Majelis Ulama Indonesia yang diberi wewenang untuk membuat
fatwa dan memberikan masukan kepada regulator Lembaga Bisnis
Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pedoman fatwa MUI dapat ditemukan dalam surat keputusan
majelis ulama Indonesia No. U-59 MUI/X/1997. Pedoman ini
digunakan untuk menetapkan fatwa DSN. Dalam surat keputusan ini,
ada tiga bagian utama dari proses penetapan fatwa yaitu:

a. Dasar dasar umum penetapan fatwa

b. Prosedure penetapan fatwa

c. Kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.*!

Pada umumya fatwa disumpulkan berdasarkan keterangan Al-Qur’an,

hadist, ijma’ dan giyas yang menjadi sumber hukum syariah yang

sudah disepakati oleh jumhur ulama. Berlandaskan firman Allah

didalam Al-qur’an Surat An-nisa ayat 59 sebagai berikut :

st 3 2 0l (Ko A0 Lofs 02 1l 1T s i
Solt frefgns S5 =W oy oDl Ostad AT o2 ol U 8353

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

41 Kemestrian Agama Republik Indonesia, Menetapkan Fatwa Harus Dengan
Metodologi, https://kemenag.go.id/nasional/menetapkan-fatwa-harus-dengan-metodologi-
809yfr, diakses pada 27 Juni 2024.
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kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Adanya fatwa ini bermaksud untuk memenuhi fungsinya yang
utama, yaitu memberikan pendapat hukum mengenai suatu masalah
berdasarkan pendapat mereka tentang tindakan apa yang sesuai dengan
syariah. Fatwa telah membantu menjelaskan hukum islam, dengan
memberikan jawaban langsung terhadap kasus-kasus yang dihadapi
oleh masyarakat. Keputusan-keputusan ini dapat digunakan sebagai
dasar untuk menentukan bagaimana hukum syariah dapat diterapkan
terhadap masalah tertentu. 42
Fatwa harus ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya,
antara lain :
a. Mufti, orang yang diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa
b. Mustaf’i, kelompok atau individu yang mengajukan pertanyaan
c. Mustafti fih, masalah hukum yang masih dipertanyakan
d. Al-ifta, yang memberikan penjelasan tentang hukum syara’
e. Fatwa, sebuah jawaban dari masalah yang dipertanyakan. 43
Dalam hukum Islam, fatwa sangat penting karena merupakan

keputusan yang dibuat oleh ahli hukum Islam (fugaha) tentang posisi

hukum yang tepat untuk masalah baru yang muncul di masyarakat.

42 Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia
(tmp : Emir Cakrawala Islam, 2016), him. 122-123.

43 Jamal Ma’mur, Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiqg
Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), (Bandung:Wahana Akademika,
2018), him. 43
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Fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas masalah
tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa sama dengan kaidah
menggali hukum syariat. Fatwa merupakan salah satu institusi
normatif yang mampu menjawab atau menetapkan kedudukan hukum
masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas (jelas),
baik dalam al-Qur’an, Sunnah, atau ijma.*

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksakan,
dan penegakanya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan aparat
negara seperti polisi dan kejaksaan, atau dengan cara-cara yang
memaksakan kehendak. Kecuali jika materi fatwa MUI telah diadopsi
menjadi peraturan berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah,
fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum memaksakan.

2. Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016

Berkembangnya isu mengenai konsep rumah sakit berbasis syariah
muncul pada tahun 2010. Bersaman dengan isu tersebut, muncul
penelitian tentang halalnya produk medis dari sudut pandang islam.
Dunia mulai menyadari bahwa industri medias telah berkembang
menjadi sektor yang sangat menguntungkan dengan potensi ekonomi
yang besar.

Selama kurang lebih sembilan tahun terakhir, asosiasi rumah sakit
Islam di Indonesia telah berusaha mendirikan rumah sakit syariah.

Bebrapa akademisi dan praktisis sudah membentuk Majelis Upaya

4 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum
Posistif (Analisis Yuridis normatif), Jurnal Ulummudin, Vol. VI, 2010 him. 472
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Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). Yang seluruh operasi
rumah sakit harus sesuai dengan Magashid Syariah, yang merupakan
ide dari Imam Syatibi. Permohonan fatwa diajukan kepada DSN-MUI
pada tanggal 29 Juni 2015 melalui MUKISI.

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa DSN MUI
mempertimbangankan untuk menerbitkan fatwa rumah sakit syariah
berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jelas bahwa alasan utama
pembuatan fatwa ini adalah kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian yuridis, ditemukan bahwa belum ada undang-
undang yang berfungsi sebagai payung hukum untuk rumah sakit
syariah. mengiat kondisi masyarakat dan minat praktisi kesehatan
terhadap masalah ini fatwa rumah sakit syariah hadir untuk mengisi
kekosongan hukum meskipun masih bersifat pedoman. Fatwa ini juga
merupakan bagian dari perhatian Indonesia terhadap tantangan sistem
syariah dengan industri jasa rumah sakit.

Kemudian ketentuan yang ada didalam Fatwa DSN MUI No.
107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah
Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terbagi menjadi delapan (8) bagian.
Beberapa pedoman diantaranya berupa ketentuan pelayanan, pola
perjanjian, pedoman rumah sakit, obat-obatan dan alur klinik.*

Pada bagian kelima yaitu ketentuan terkait pelayanan, diantaranya

sebagai berikut :

4 Mu’adil Faizin, Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggara
Rumah Sakit Syariah...
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Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan
sebaik-baiknya;

. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan
Panduan Praktis Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar
pelayanan yang berlaku;

Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan bangsa;

. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah,
santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan
pelayanan yang transparan dan berkualitas;

Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada
pasien;

Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual
keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien;

. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua
peraturan dan prosedure yang berlaku di Rumah Sakit;

. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib
mewujudkan akhlak karimah;

Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat,

risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
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J.  Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah;

k. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama
Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontenporer bidang
kedokteran;

I. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan
Rumah Sakit.

Pada bagian keenam yaitu terkait ketentuan penggunaan Obat-
obatan, Makanan, Minuman, kosmetik, dan Barang Gunaan.
Diantaranya sebagai berikut :

a. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan,
minuman, kosmetik dan barang gunaan yang telah mendapat
setifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);

b. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari
MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung
unsur yang haram;

c. Dalam kondisi terpaksa (dhururat), penggunaan obat yang
mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedure
informed consent.

Pada bagian ketujuh terkait penempatan, penggunaan dan

pengembangan Dana Rumah Sakit. Diantaranya sebagai berikut :

a. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah
dalam upata penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi,

lembaga pembiyaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
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b. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset
lainya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

c. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan
usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah;

d. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana sakat,

infag, sedekah, dan wakaf.*®

4 Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 “Pedoman Penyelenggaraan
Rumah  Sakit Berdasarkan Prinsip  Syariah”,  https://dsnmui.or.id/pedoman-
penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/, diakses pada 27 Juni 2024.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field
research), yang dimaksud dengan penelitian lapangan ialah mengamati
kegiatan secara langsung pada objek atau subjek untuk mendapatkan data
dan diskripsi yang jelas dan konkrit mengenai sesuatu yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti. 4’ metode penelitian ini spontan mengamati
kegiatan lapangan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif yaitu pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Deskriptif ialah
untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diamati.
Penelitian kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan suatu kejadian
atau fakta yang terjadi dilapangan dengan melihat penyelenggaraan rumah
sakit di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Penelitian ini menghubungkan
kenyataan dan pemikiran dari penelitian kepustakaan serta Fatwa DSN
MUI sebagai acuan penulis.
B. Pendekatan Penelitian
Peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris dalam

penelitian ini. Dengan membuat kesimpulan yang objektif, logis,

47 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2026), him.205.
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konsisten, dan sistematis dengan menganalisis dan menguraikan Fatwa
DSN-MUI No. 107//DSN-MUI/X/2016. 48
C. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti di Rumah Sakit
Islam Banjarnegara yang berlokasi JI. Raya Bawang KM No. 8, Bawang,
Banjarnegara, Jawa Tengah 53471.
D. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Islam Banjanegara,
sedangkan objek penelitian ini adalah ketentuan pelayanan, obat-obatan,
makanan dan minuman serta lembaga keuangan yang dipakai dalam
bertransaksi di Rumah Sakit Islam Banjarnegara
a. Analisis Data
Penulis menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis.
Analisis kualitatif adalah metode deskriptif yang digunakan untuk
menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau
berlangsung dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin tentang
objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang ideal,
kemudian dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
Fatwa DSN MUI yang berlaku.
E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

48 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada. 2003), him 8.
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Data primer ialah data yang didapat langsung dari pihak-pihak
yang releven melalui observasi, wawamcara, atau laporan yang
disimpan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan kemudia diolah oleh
peneliti. Pihak-pihak ini termasuk :

1) Staf bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM

Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

2) Kepala Instalasi Gizi Rumah sakit Islam Banjarnegara.
3) Staf Farmasi Rumah sakit Islam Banjarnegara.
4) Staf Keuangan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku-buku,
jurnal-jurnal, tentang rumah sakit syariah, dan referensi lainya yang
releven yang dapat menguatkan sumber data penelitian.*®

F. Metode Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang logis, dan  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan metode
berikut:
1. Observasi
Observasi adalah suatu cara untuk mengetahui apa yang

sebenarnya terjadi dengan cara mendengar, melihat atau mendapatkan

4 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997),
Cet.1, him 91.
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informasi secara langsung. *° pada penelitian ini penulis melakukan
penelitian langsung di Rumah Sakit Islam Banjarnegara.
Wawancara

Wawancara juga disebut sebagai interview, adalah metode
pengumpulan data dimana tanya jawab digunakan dalam interaksi
antara dua atau lebih orang. Pada penelitian ini dilakukan wawancara
langsung dengan Staf bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara, perawat, bidan ahli gizi
Rumah sakit Islam Banjarnegara.
Dokumentasi

Selain data primer dan data sekunder dokumentasi juga dapat
menjadi sumber data pendukung. Dokumentasi dalam penelitian ini
dapat berupa, panduan tata cara beribadah, saat melakukan wawancara
dengan narasumber. Teknik ini sangat berpengaruh untuk menggali

informasi terkait kondisi di Rumah Sakit islam Banjarnegara.

%0 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif

(Sukabumi: CV. Jejak, 2018), HIm 110.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Banjarnegara
1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Banjarnegara
Yaysan Jamaah Haji Banjarnegara merupakan nama sebelumnya
dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara, berdiri sejak tahun 1981. Yang
berlokasi di JI. Raya Bawang KM 8, Bawang, Banjarnegara. Rumah
Sakit Islam Banjarnegara didirikan pertama kali sebagai Yayasan
Jamaah Haji pada tanggal 16 September 1981. Pada tanggal 01 Juni
1983 dibuatlah gedung poliklinik dan rumah bersalin, lalu berganti
nama menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Banjarnegara pada tanggal
13 Februari 1987 dengan kemudian berharap mencapai kepuasan
pasien motto “berlomba dalam kebajikan dengan keramahan islami”
Rumah Sakit Islam Banjarnegara merupakan salah satu rumah sakit
swasta yang terletak dengan penerimaan pasien rawat jalan memakai
kartu BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Selama
periode 1999 sampai juli 2004, dilakukan pembangunan Gedung
Utama Lantai 3, Gedung Assalam 1, Il, 11, serta penanganan limbah.
Profil Rumah Sakit Islam Banjarnegara meliputi nomor kontak

pelayanan (0286)5988848, UGD (0286)5988848,

rsibanjarnegara@gmail.com. Pemilik rumah sakit ini adalah Yayasan

58
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Jama’ah Haji, yang kemudian pengelolanya diserahkan kepada
Yayasan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.®*
2. Visi Misi Rumah Sakit Islam Banjarnegara
a. Visi
Menjadi Rumah Sakit Islam Banjarnegara Sebagai Sarana Syiar
Dengan Pelayanan Yang Bermutu, Amanah, Ikhlas, Dan
Kompeten.
b. Misi
1) Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten.
2) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dan humanis
3) Mewujudkan pelayanan unggulan uronefrologi, oftamologi,
dan onkologi.
4) Mewujudkan sarana prasarana pelayanan yang terintegritasi
5) Menyelenggarakan manajemen yang transparan dan akuntebel
6) Mengembangkan jejaring pemasaran yang memberi manfaat
kepada masyarakat
7) Meningkatkan kesejahteraan karyawan secara proposional.
c. Motto
Rumah Sakit Islam lebih baik, lebih baik ke Rumah Sakit Islam®2
3. Budaya Rumah Sakit Islam Banjarnegara
a. Seluruh pribadi komponen pengelola dan pelaksana kegiatan

rumah sakit menyadari sepenuhnya bahwa landasan utama

L Profil RSI Banjarnegara, https:/rsibanjarnegara.com/details/58/Profil-RSI-
Banjarnegara, diakses pada 15 Juni 2024.
52 Sumber Data Dokumentasi
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melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dilandasi
keikhlasan ridha lillahi ta’aala

. Didalam rumah sakit terjadi internalisasi nilai-nilai ihsan, iman dan
islam secara kaffah Terdapat qudwah (contoh/teladan) yang nyata
dari setiap pribadi komponen pengelola dan pelaksana kegiatan
rumah sakit

Penempatan posisi masing-masing kedudukan di dalam
penyelenggaraan rumah sakit harus sesuai dengan syariat

. Terbiasa tolong menolong, nasehat menasehati inter dan antar
pribadi pengelola dan pelaksanan rumah sakit dalam menegakan
adab-adab Islam (dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran)

Harus kondusif bagi terlaksananya syariat Islam di rumah sakit
Tercukupinya kebutuhan materi seluruh pribadi komponen
pemilik, pengelola dan pelaksana rumah sakit secara wajar
(terbiasa bekerja keras dan cerdas)

. Menghindari segala hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam

. Seluruh pribadi komponen pengelola dan pelaksanan rumah sakit
ikut berperan dalam pembinaan masyarakat secara islami baik di
lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan tempat tinggalnya

masing-masing
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i. Seluruh pribadi komponen, pengelola dan pelaksana rumah sakit

terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk. %3

4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Banjarnegara
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Sumber : Data Dokumentasi Diolah

53 Berkah setiyani, Divisi Diklat dan Pengembangan SDM interview by Sulis
Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 13 Juni 2024 pukul 09.30.
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5. Logo Rumah Sakit Islam Banjarnegara

Sumber Data: Dokumentasi

Logo Rumah Sakit Islam Banjarnegara terdiri dari lingkaran
bertuliskan Rumah Sakit Islam Banajrnegara dan foto masjid dengan
lambang Aesculapius yang memiliki arti :

1. Dalam lingkaran terluar, tulisan Rumah Sakit Islam Banjarnegara
menunjukan bahwa semua bagian di RSI Banjarnegara bertekad
untuk menyebarkan dakwah syiar agama Islam di Kabupaten
Banjarnegara melalui penyediaan layanan kesehatan

2. Tulisan RSI di bawah gambar masjid dengan lambang Aesculapius
di dalam lingkaran menunjukan tekad seluruh staf rumah sakit
untuk mencapai visi misi Rumah Sakit Islam untuk menyediakan
pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan Islami.

3. Masjid dengan 1 kubah, 6 tiang, 5 pintu, dan 7 komponen yang
membentuk bangunanya, serta lambang Aesculapius. Masjid ini
menggambarkan nuansa islami 165 (ihsan, iman, islam, 1 hati, 6

prinsip, 5 langkah), dan 7 budi utama yang berasal dari 99 Asmaul
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Husna. Ini adalah inti dan nilai-nilai rumah sakit secara

keseluruhan.

Secara keseluruhan logo tersebut dapat diartikan bahwa Yayasan
Jamaah Haji Banjarnegara dan direksi serta staf medis Rumah Sakit
Islam Banjarnegara didukung oleh seluruh masyarakat muslim
Banjarnegara memiliki kebulatan tekad untuk mewujudkan visi dan
misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang
bermutu dan islami dengan menerapkan 1 hati, 6 prinsip, 5 langkah
serta 7 budi utama sebagai sarana dakwah syiar agama islam.

B. Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara

Rumah Sakit Islam Banjarnegara merupakan Rumah Sakit Swasta
dibawah naungan Yayasan jama’ah Haji Banjarnegara yang beralamat di
jalan Raya Bawang Km. O8, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa
Tengah. Rumah sakit dengan tipe C yang mampu memeberikan pelayanan
kedokteran subspesialis terbatas.

Adapun ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No.
107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit
Berdasarkan Prinsip Syariah, ada beberapa ketentuan yang mengatur
banyak hal terkait pelayanan. Rumah sakit harus mengutamakan aspek
kemanusian saat memberikan perawatan medis. Pelayanan harus
memenuhi kebutuhan semua pasien, tidak peduli ras, suku, atau agama
mereka. Terkait dengan Obat-Obatan, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan

Barang Gunaan. Penempatan dan Penggunaan Dana Rumah Sakit.
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1. Pelayanan Rumah Sakit Islam Banjarnegara

a. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan
sebaik-baiknya.

Terkait hak dan kewajiban di Rumah Sakit Islam
Banjarnegara dibulan juni 2024 karyawan sudah mendapatkan hak
terkait dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan untuk anak
bagi karyawan tetap. Kemudian dengan kewajiban, di tata tertib
kepegawaian seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara
harus patuh dengan tata tertib dan di pantau oleh kepegawaian
terkait dengan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang lain.

b. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Rumah sakit memberikan layanan pengobatan dan
pemulihan kesehatan kepada orang-orang dari berbagai suku, ras,
dan agama yang berkembang secara mandiri, sesuai dengan konsep
Bhinneka Tunggal. Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam
memberikan layanan dan kesembuhan pasien mengutamakan
keselamatan pasien daripada mempertimbangkan ras, suku, atau

agama pasien.
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Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada
pasien.

Rumah Sakit Islam Banjarnegara tidak hanya orientasinya
dalam bisnis, tetapi juga bergerak di bidang sosial juga. Apabila
ada beberapa pasien yang kategori kurang mampu yang tidak
tercover oleh ASKES/BPJS Rumah Sakit Islam Banjarnegara bisa
memberikan kelonggaran ataupun keringanan kepada pasien
kurang mampu dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak
Mampu dari desa.

Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual
keagaamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Konsultasi spiritual keagaaman juga diberikan kepada
pasien di Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang dijalankan oleh
Bina Rohani yang setiap hari berkeliling ke setiap ruangan pasien
memberikan edukasi misalkan bersabar dalam mendapatkan rasa
sakit, adanya pendampingan bagi pasien sakaratul maut dan
bantuan secara spritual bagi pasien dan keluarga.

Kemudian untuk karyawan dipegang oleh Divisi
Kebudayaan Islam untuk menganalisa atietud karyawan,
berpakaian yang sopan, cara memberikan pelayanan yang sesuai

syariah dan lain sebagainya. Setiap akan memulai aktivitasnya juga
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selalu membaca basmallah dan mengakhiri dengan hamdalah,
memandikan jenazah sesuai dengan syariah

Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib
mewujudkan akhlak karimah.

Rumah Sakit Islam Banjarnegara agar mewujudkan akhlak
yang karimah dalam melakukan pelayanan bagi pasien dan
keluarga yaitu memberikan edukasi atau pendidikan terkait
penyembuhan pasien dengan cara disedikan buku bacaan doa dan
poster seperti adab berobat ketika sakit dan adab bagi pengunjung
Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditempelkan di dinding
rumah sakit
Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat,
risywah, shulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Untuk menghindari perbuatan yang melanggar syariah,
maka Rumah Sakit Islam Banjarnegara memberikan pelatihan
kepada karyawan terkait budaya kemaksiatan yang di
selenggarakan oleh Divisi Budaya Islam. Rumah Sakit Islam
Banjarnegara juga ada dewan pendidikan dan jenjang karier untuk
memperhatikan masa kerja dan atietud karyawan sebagai kenaikan
jabatan. Jika ada karyawan yang melakukan risywah akan
diberikan sanksi yang tegas oleh pihak rumah sakit.

Untuk pasien agar terhindar dari perbuatan maksiat, Rumah

Sakit Islam Banjarnegara di dalam pelayananya menjamin adanya
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upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin
dan ruangan juga sesuai dengan jenis kelamin.

g. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan
Rumah sakit.

Dengan memperhatikan kebersihan dalam kehidupan, kita
akan terhindar dari sumber penyakit yang berasal dari kuman dan
kotoran yang menempel pada tubuh kita. Untuk standar kebersihan
rumah sakit melaksanakan prosedure cuci tangan bagi semua staf
Rumah Sakit Islam Banjarnegara, untuk memperlancar
pelaksanaan ini setiap ruang rawat inap menyediakan tempat dan
sabun untuk cuci tangan. Selain itu Rumah Sakit Islam
Banjarnegara memberikan edukasi kepada pengunjung dan pasien
tentang prosedure cuci tangan dengan cara menempelkan poster di
dinding prosedure cuci tangan.>

2. Obat-obat, Makanan, dan Minuman
Konsep rumah sakit syariah juga diterapkan pada penggunaan,
obat-obatan dan makanan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Rumah
sakit tidak memiliki daftar obat yang mengandung bahan yang
mengandung unsur haram , jadi bisa dipastikan semua obat yang
diberikan kepada pasien bebas dari bahan yang mengandung unsur

haram.

5 Riris Afianto, Seksi Pendidikan dan Pengembangan SDM Interview by Sulis Alifatul
Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.00.
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Dalam keadaan terpaksa demi kesselamatan pasien. Penggunaan
obat-obatan yang mengandung unsur haram, sebelum diberikan kepada
pasien Rumah Sakit Islam Banjarnegara melakukan proses informed
consent yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pasien dan
keluarganya bahwa dalam pengobatanya memakai obat-obatan dari
bahan yang haram.®

Kemudian terkait dengan makanan dan minuman, Rumah Sakit
Islam Banjarnegara memberikan makanan dan minuman kepada pasien
yang sudah memiliki sertifikat halal yang makanan dan minumanya
diambil dari pihak ke tiga. Jadi rumah sakit melakukan kerja sama
dengan koperasi yang menjual berbagai snak yang sudah bersertifikat
halal dari Majeli Ulama Indonesia (MUI). Dan Rumah Sakit Islam
Banjarnegara memastikan dapur dalam keadaan bersih dan terhindar
dari najis.>®

3. Penempatan, Penggunaan, dan Pengembangan Dana Rumah Sakit
Islam Banjarnegara
a. Rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah
seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan
dan pensiun.
Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam pengelolaan

dananya bekerja sama dengan lembaga perbankan Syariah, yang

55 Afriliana Nurrahimah Igha Puspita, Karyawan di Bagian Farmasi, Interview by
Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.30

% Ppujiningsih, Kepala Instalasi Gizi, Interview by Sulis Alifatul Nur Khoeriah,
Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 10.00
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para karyawanya diberikan upah oleh pihak rumah sakit melalui
Bank BSI Syariah.

b. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan
usaha atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah

Untuk pengembangan dananya rumah sakit pastinya untuk
pengembangan Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Karena Rumah
Sakit Islam Banjarnegara belum mempunyai badan usaha selain
rumah sakit. Kalau misalkan ada pendanaan dari rumah sakit
diprogamkan untuk pengembangan rumah sakit untuk pembuatan
bangsal baru ataupun pembelian peralatan-peralatan penunjang
yang dibutuhkan.®’

c. Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat,
infag, sedekah dan waqaf.

Seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara wajib
membayar zakat. Dana zakatnya berasal dari pemotongan gaji
karyawan sebesar Rp. 1000 perbulan. Selanjutnya dana tersebut
akan dibayarkan kepada lembaga zakat resmi yang telah bekerja
sama dengan rumah sakit. Dan sebagian dana zakatnya
dipergunakan untuk karyawan-karyawan sakit yang belum

mendapatkan hak di karyawan tetap.5®

57 Adinda Lionnita, Staf Keuangan, interview by Sulis Alifatul Nur Khoeriah,
Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.45

%8 Riris Afianto, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM interview
by Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.00.



C. Analisis Penyelenggaraan Rumah Sakit

Prespektif Fatwa DSN MUI

Syariah

kesesuaian penerapan prinsip syariah pada penyelenggaraan rumah sakit di
Rumah Sakit Islam Banjarnegara adalah Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 4.1

Penyelenggaraan

Elemen Penilaiaan Tentang Pelayanan

Islam banjarnegara
No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip

Rumah  Sakit

No

Fatwa DSN MUI

Penerapan

Aspek

Sudah

Belum

Rumah Sakit dan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) wajib
memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak dengan sebaik-baiknya.

N

Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan
yang sesuai dengan Panduan Praktis Klinis
(PPK), clinical pathway dan atau standar
pelayanan yang berlaku.

Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek
kemanusiaan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan
bangsa

Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk
selalu bersikap amanah, santun dan ramah,
serta senantiasa berusaha untuk memberikan
pelayanan yang transparan dan berkualitas

Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek
keadilan, dan kewajaran dalam membuat
perhitungan biaya yang akan dibebankan
kepada pasien

Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan
dan konsultasi spiritual keagamaan yang
sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien
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7. | Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib v
mematuhi semua peraturan dan prosedure
yang berlaku di Rumah Sakit

8. | Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab N
pasien wajib mewujudkan akhlak karimah

9. | Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari v
perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-
hal yang bertentangan dengan syariah

10 | Rumah Sakit wajib memiliki Dewan X
Pengawas Syariah;
11 | Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk X

fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait
dengan masalah hukum Islam kontemporer
bidang kedokteran

12 | Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait N
standar kebersihan Rumah Sakit

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara
wawancara secara langsung di Rumah Sakit Islam Banajarnegara,
ketentuan terkait pelayanan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum
sepenuhnya sesuai dengan Kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI
No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit
Berdasarkan Prinsip Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek yang pertama mengenai hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Rumah Sakit Islam Banjarnegara sudah sesuai dengan Fatwa DSN
MUI No. 107 Tahun 2016, yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada
semua karyawan seperti bantuan beasiswa pendidikan untuk anak bagi
karyawan tetap.

Aspek yang kedua terkait dengan Panduan Praktis Klinis (PPK),
clinical pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku, di indikatorkan

dengan elemen penilaian pada tabel di atas belum sesuai dengan Fatwa
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DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Di Rumah Sakit Islam Banjarnegara
untuk standar pelayanan clinical pathway sampai hari ini masih dalam
proses pembentukan dokumen, karena berbagai macam aspek harus
dilibatkan sehingga melalui proses yang sangat panjang. Tetapi untuk
pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sesuai Panduan Praktik
Klinis sudah diterapkan.

Aspek ketiga terkait pelayanan rumah sakit tanpa memandang ras,
suku, atau, agama pasien, di indikatorkan dengan elemen penilaian pada
tabel di atas bahwa Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam memberikan
pelayanan dan kesembuhan pasien sudah sesuai Fatwa DSN MUI No.107
Tahun 2016, yaitu rumah sakit lebih mengutamakan keselamatan pasien
tanpa memandang ras, suku, atau agama jika ada pasien non muslim.

Aspek keempat terkait pelayanan yang bersikap amanah, santun
dan ramah, di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas
Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107
Tahun 2017. Di dinding rumah sakit ada edukasi untuk bersikap santun
dan ramah, membantu para keluarga pasien saat kesulitan dalam
pengurusan berkas pasien dengan tetap memberikan sapaan dan senyuman
kepada keluarga pasien, dan mengucapkan salam saat memasuki ruangan.

Aspek kelima terkait aspek keadilan dan kewajaran dalam
perhitungan biaya, di indikatorkan dengan elemen pada tabel di atas
penilaian Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN

MUI No.107 Tahun 2016. Apabila ada pasien tidak tercover olenh BPJS
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Rumah sakit memberikan kelonggaran kepada pasien kurang mampu
dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa.

Aspek keenam pelayanan spiritual keagamaan, di indikatorkan
dengan elemen penilaian pada tabel di atas. Rumah Sakit Islam
Banjarnegara sesui dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahuhn 2016.
Karyawan rumah sakit saat melakukan kegiatan membaca basmallah di
akhiri dengan hamdalah, memberikan edukasi untuk bersabar dalam
menghadapi rasa sakit, dan juga setiap pagi ada pembacaan ayat suci Al-
qur’an di radio rumah sakit.

Aspek ketujuh terkait pasien dan penanggung jawab pasien wajib
mematuhi semua peraturan rumah sakit, di indikatorkan pada elemen
penilaian Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai Fatwa DSN MUI
No0.107 Tahun 2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara memberikan
edukasi untuk tidak merokok di area rumah sakit, mengunjungi pasien
sesuai dengan jam kunjungan rumah sakit edukasi terkait hak dan
kewajiban penanggung jawab pasien dan edukasi terkait prosedure
pendaftaran.

Aspek kedelapan terkait pasien dan penaggung jawab pasien
mewujudkan akhlak karimah, di indikatorkan dengan elemen penilaian
pada tabel diatas Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa
DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Rumah sakit memberikan edukasi berupa
poster di dinding rumah sakit seperti adab berobat ketika sakit, adab bagi

pengunjung, adab jika sedang batuk.
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Aspek kesembilan terkait mengindarkan dari perbuatan maksit, di
indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit
Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107
Tahun 2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara melakukan pemisahan
ruangan pasien sesuai jenis kelamin, adanya pelatihan untuk para
karyawan terkait budaya kemaksiatan dan sanksi tegas jika ada karyawan
yang melakukan risywah.

Aspek kesepuluh terkait Dewan Pengawas Syariah, di indikatorkan
dengan elemen penilaian pada tabel di atas, Rumah Sakit Islam
Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun
2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum memiliki Dewan Pengawas
Syariah tetapi memiliki Dewan Pengawas secara umum untuk pengawas
rumah sakit yang mengawasi semua pekerjaan atapun semua perjalanan
struktural yang ada di rumah sakit dan pengawas yayasan, tetapi di dalam
pengawas ada syariahnya.

Aspek kesebelas terkait masalah hukum Islam kontemporer, di
indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, Rumah Sakit
Islam Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun
2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara tidak merujuk ke fatwa Majelis
Ulama Indonesia. Tetapi merujuk Al-Qur’an dan Sunnah sebagai
pedomannya sepanjang itu sinergis dan lurus dengan Al’Qur’an dan

Sunnah akan diikuti, kalau ada pertentangan akan diabaikan.
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Aspek keduabelas panduan standar kebersihan rumah sakit di
indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit
Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107
Tahun 2016. Rumah sakit di setip rungan menyediakan tempat dan sabun

cuci tangan dan juga ada poster tentang prosedure cuci tangan.

Tabel 4.2
Elemen Penilaiaan Tentang Obat-obatan, Makanan dan Minuman
No Fatwa DSN MUI Penerapan
Kriteria Sudah Belum
1. | Rumah Sakit wajib menggunakan obat- X

obatan, makanan dan minuman yang telah
mendapat setifikat Halal dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI).

2. | Apabila obat yang digunakan belum v
mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka
boleh menggunakan obat yang tidak
mengandung unsur yang haram.

3. | Dalam  kondisi  terpaksa  (dhururat), v
penggunaan obat yang mengandung unsur
yang haram wajib melakukan prosedure
informed consent

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara
secara langsung di Rumah sakit islam banjarnegara, terkait obat-obatan
belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN
MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah
Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek pertama tentang obat-obatan, makanan dan minuman, di
indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit

Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI
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No. 107 Tahun 2016. yang belum mendapatkan sertifikat Halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena untuk obat-batan belum
mendapatkan sertifkat halal, tetapi seluruh obat yang digunakan sudah
memiliki izin edar sudah BPOM, kemudian untuk makanan dan minuman
rumah sakit menjamin memberikan makanan dan minuman tidak
mengandung unsur yang haram.

Aspek kedua terkait obat yang tidak mengandung unsur yang
haram, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah
sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI
No. 107 Tahun 2016. Karena rumah sakit menjamin 100% semua obat-
obatan tidak mengandung unsur yang haram

Aspek ketiga terkait informed consent, di indikartorkan dengan
elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam
Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016.
Pernah terjadi di Rumah Sakit Islam Banjarnegara terpaksa memberikan
obat jantung ke pasien yang mengandung babi, sebelum memberikan obat
yang mengandung babi pihak rumah sakit melakukan prosedure informed
consent.

Tabel 4.3

Elemen Penilaian Tentang Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan
Dana Rumah Sakit.

No Fatwa DSN MUI Penerapan
Kriteria Sudah Belum
1. | Rumah Sakit wajib menggunakan jasa X
Lembaga Keuangan syariah dalam upaya
penyelenggaraan rumah sakit, baik bank,
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asuransi, lembaga pembiyaan, lembaga
penjaminan, maupun dana pensiun

Rumah sakit tidak boleh mengembangkan v
dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi
keuangan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah.

Rumah sakit wajib memiliki panduan v
pengelolaan dana zakat, indag, sedeqgah, dan
wakaf

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara
secara langsung di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, ketentuan mengenai
Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit pada
poin di indikatorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka
hasil yang saya simpulkan bahwa:

Aspek pertama Rumah Sakit Islam Banajarnegara belum
sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah berdasarkan
Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Rumah Sakit
Islam Banjarnegara dengan Lembaga Keungan dengan beberapa Bank ada
yang Syariah dan ada yang Konvesional. Untuk Bank Syariah RSI
Banjarnegara bekerja sama dengan BSI Syariah kemudian yang
konvensional dengan Bank BRI.

Aspek kedua pada pengemabangan, di indikartorkan dengan
elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam
Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016.
Karena rumah sakit dalam mengembangan dananya hanya untuk

pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.
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Aspek ketiga terkait panduan pengelolaan dana zakat, indag,
sedegah, dan wakaf, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel
di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa
DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Seluruh karyawan rumah sakit wajib
membayar zakat melaui pemotongan gaji sebesar Rp. 1000 setiap bulanya.

Dari hasil analisis di atas pada tabel 4.1 Rumah Sakit Islam
Banjarnegara ada yang sudah menerapkan sesuai dengan fatwa dan ada
yang belum menerapkan (9:3). Kemudian untuk tabel 4.2 juga ada yang
sudah menerapkan fatwa dan ada yang belum menerapkan (3:1). Dan
tabel 4.3 juga ada yang ada yang sudah menerapkan sesuai fatwa dan juga
ada yang belum menerapkan. Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagian
besar sudah menerapkan Fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016 sebanyak
83%. Kemudian yang belum menerapkan menerapkan Fatwa DSN MUI

No. 107 tahun 2016 sebanyak 17%.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ketentuan  Pelayanan, Obat-obatan, Makanan, Minuman serta

Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Dari

hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap

penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagaian besar sudah
mengikuti prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah  Sakit

Berdasarkan Prinsip Syariah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dalam pelayanannya karyawan memulai pekerjaan dengan membaca
Basmallah di akhiri dengan hamdalah, memberikan pelayanan dan
konsultasi spiritual, melayani pasien dengan baik tanpa membedakan
ras, agama dan suku, memberikan aspek keadilan dan kewajaran dalam
membuat perhitungan biaya kepada pasien, mewujudkan akhlak
karimah dan memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah
Sakit. Dalam Obat-obatan rumah sakit tidak memberikan obat dengan
unsur yang haram dan juga dalam memberikan makanan dan minuman
dengan bahan halal.

2. Kemudian yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016 yaitu : Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum memiliki

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyebabkan terdapat pelayanan

79



80

yang belum mengikuti dan merujuk Fatwa DSN MUI terkait hukum
Islam kontemporer bidang kedokteran, belum memiliki Sertifikat
Halal untuk Obat-obatan dan masih bekerja sama dengan Lembaga
Keuangan Non Syariah.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan pesan kepada

pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan supaya penelitian ini selanjutnya
dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi untuk
penelitian selanjutnya yang memiliki tema konsep rumah sakit syariah.

2. Kepada Rumah Sakit Islam Banjarnegara supaya lebih meningkatkan
terus pelayananya Rumah Sakit Islam Banjarnegara sehingga benar-
benar menjadi Rumah Sakit yang bernuansa Islami.

3. Rumah Sakit, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan
atau referensi untuk meningkatkan menjadi Rumah Sakit yang
bersertifikasi Syariah.

4. Selalu istigomah dalam menerapkan prinsip syariah dalam

pengoprasionalanya.
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Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit Islam Banjamegara,
menyatakan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas pelaksanaan pengambilan data/
observasi/ pra survey/ survey/ uji validitas/ survey pendahuluan/ penelitian/ praktek lapangan
tersebut di Wilayah RS Islam Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :

Nama . Sulis Alifatul Nur Khoeriah
Pekerjaan :  Mahasiswa
NIM : 2017301043
Institusi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Maksud dan tujuan : Permohonan izin penelitian dengan judul “Analisis Penerapan

Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip
Syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara™
Bahwasanya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat di lingkungan RS Islam Banjarnegara
2. Memenuhi biaya administrasi sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
Pembayaran dapat ditransfer melalui Rek. BRI a.n Rumah Sakit Islam Banjaregara
0004.01.013565.504 dan untuk selanjutnya mengirimkan bukti transfer ke Barkah Setiyani
(081328881761)
3. Harap mengirimkan soft copy foto (background merah) untuk pembuatan ID Card yang
dikirim melalui email diklatrsib@gmail.com
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, dimohon kepada yang bersangkutan untuk
melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Direktur RS Islam Banjarnegara.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Lampiran Il : Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Narasumber
A. Pertanyaan untuk staf Divisi Seksi Pendidikan dan Pengembangan

SDM

1. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan semua pihak yang
berkepentingan sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak dengan sebaik-baiknya?

2. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara sudah memberikan
pelayanan yang sesuai dengan panduan praktis klinis (PPK), clinical
pathway (CP) dan/atau standar yang berlaku?

3. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara mengedepankan aspek
kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai
dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama?

4. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara selalu bersikap santun dan
ramah kepada pasien?

5. Apakah Rumah Sakit Islam Banajrnegara mengedepankan aspek
keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan
dibebankan kepada pasien?

6. Apakah RSI banjarnegara memberikan pelayanan dan konsultasi
spiritual keagamaan kepada pasien?

7. Kapan konsultasi spritual keagamaan di RSI banjarnegara?

8. Bagaimana cara memberikan pelayanan dan konsultasi keagamaan?

9. Bagaimana cara mewujudkan akhlak karimah?



10.

11.

12.

13.

14.

Bagaimana cara RSI Banjarnegara untuk menghindarkan diri dari
perbuatan maksiat, zhulm dan lain-lain yang bertentangan dengan
syariah?

Apakah RSI Banjarnegara sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah?
Apakah RSI Banjarnegara sudah mengikuti dan merujuk fatwa MUI

terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran?

Apakah RSI Banjarnegara memiliki panduan terkait tata cara
beribadah ?
Apakah RSI memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit?

B. Pertanyaan untuk Staf Farmasi Rumah Sakit Islam Banjarnegara

14

Apakah obat-obatan RSI Banjarnegara sudah mempunyai sertifikat
halal dari MUI?

Apakah obat-obatan RSI Banjarnegara menggunakan bahan yang halal
Apakah RSI Banjarnegara melakukan informed consend kepada

pasien?

C. Pertanyaan untuk Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Banjarnegara?

1.

Apakah makanan dan minuman RSI Banjarnegara sudah mempunyai
sertifikat halal dari MUI?

Apakah bahan-bahan makanan RSI Banjarnegara menggunakan bahan
yang halal?

Apakah pemasak RSI Banjarnegara sudah mempunyai Sertifikasi

Syariah dari MUI?

D. Pertanyaan untuk Staf Keuangan Rumah Sakit Islam Banjarnegara?



. Apakah RSI Banjarnegara menggunakan jasa lembaga keuangan
syariah, baik bank, asuransi dan lemabag penjaminan?

Bagaimana RSI Banjarnegara cara RSI Banjarnegara dalam
mengembangkan dana/atau transaksi keuanganya?

. Apakah RSI Banjarnegara memiliki panduan pengelolaan dana zakat,

infaqg, sedekah, dan wakaf?



Lampiran 111 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Wawancara dengan Staf Farmasi



Lampiran 1V : Dokumentasi Pendukung

Standar Kebersihan Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan sediakan Tempat Cuci
Tangan dan sabun

VI



Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Banjarnegara
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Composition:
Each 5 ml contains
Sucralfate 500 mg

Other details:
See enclosed loaflet

ON MEDICAL PRESCRIPTION ONLY

STORE AT TEMPERATURE
BELOW 30°C

USE WITHIN 3 MONTHS
AFTER OPENING

SHAKE WELL BEFORE USE

Sakit Islam Banjarnegara Menggunakan Obat Yang Memiliki
Izin edar dan BPOM

Vil



Lampiran V : Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016

¢ "’,Q/! )‘/ 3»’;,7’5
oo v &
éfﬁ L2
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.: (021)3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

(...,-:,l\ ua;}\ A o
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,
Menimbang : a bahwa masyarakat ~memerlukan penjelasan tentang pedoman

penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah
sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-
MUI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang  perlu menetapkan fatwa tentang pedoman
penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untuk
dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah swt.:
a. Q.S. an-Nisa’ (4): 29:
55 5% 5% o Yy Jedy o&e Kl g Y e b Gl
o o&, S8l &y o &Kakif gl 9 i ot
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
kan harta se dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:
o 5 Sl At il ok WS Dtk Y 0 5,08h
b5 25 B 555 C“” D 2l @i gt g0 G ije ‘..L a5
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st adili se g5 I gy 2l Gl G 4B 450 5 o T

IRPER RS kil
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu  disebabkan mereka  berkata  (berpendapat) bahwa
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan ur 1y
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya.”

c. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:
- 3l dsf i a0 @t g
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".
d. Q.S. an-Nisa’ (4): 58:

1,245 :)\'JLJIW‘._.&N Lﬂi‘dlubb’ﬁ!b:};o‘r{hj
St G2 58D & wrﬁmumlud

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu ipk
hukum di antara ia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.”

e. Q.S. asy-Syu‘ara (26): 80:

Iy

cndls 555 B 133
“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.”
f. Q.S. al-Isra (17): 82:

e ) Caalllih dz 9 Easebtl G55 200 58 G T o O
“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-
Qur'an itu tidaklah bah kepada orang-orang yang zalim
selain kerugian.”

|
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g. Q.S. Ali ‘Imran (3): 159:
Alss b Ll I e T o3 g5 o el I g2 5 S

O e 958 e B A g phylas ¢ sy dle i
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati  kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, honkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam wrusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

h. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

Oy g oisialy (Y1 Lo 15 g s 5 B 15

uh&“ dad
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong long dalam berbuat dosa dan

pelanggaran.  Dan  bertakwalah ~ kamu  kepada  Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

. QS al-Tawbah (9): 105:
4 ) Sybtes oyl Ay 181es A il plast s
olass 128 s g
“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah,
niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan
melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada
(Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata,

kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian
kerjakan.”

j. Q.S. al-Maidah (5): 3:
Gty o D g ol ug g o ol e Kl e
S g s 55 LY g 8T g Al 3l s
K0 o 18 2l g 1381 320 105 Yy Totdins Oy el
g i 180 2 15 &0 LS i g 15t 6
s 3o A0 5 £ et 52 et g sl o2 s Sy 240
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107 Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah 4

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Hadis Nabi saw.:

a. Hadis Nabi saw. riwayat Imam al-Tirmidzi dén Ibnu Majah:

oy <l g Jo d 0525 8148 B s gl O o g 12
ups gof 5 S e i Yy Gkt G 3 adla 206 <Ly

Ui gl 98 g L2 Yy e Lo Oy
Dari Amr bin Auf al Muzani bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Nu’man bin Basyir:
S sy acd g § aw

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka,
saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh;
Jjikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut
merasakan susah tidur dan demam.”

. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit
r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari
bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-
Daruquthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

o
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e 5 57 Y

“Tidak boleh bahayakan/merugikan orang lain dan tidak
boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bah (perb yang merugikannya). "

d. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Hibban dari bapaknya Ja'far bin
Amr r.a., riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik
ra.:

555 ala 106 ¢Sl S0 gl seles £ S o f 3 g5 6
“Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. terkait untanya,
apakah saya (boleh) biarkan (tidak gikat) unta saya

kemudian bertawakkal (kepada Allah)?. Rasulullah saw.
bersabda: “Ikatlah dan ber kallah (kepada Allah).”

e. Hadis Nabi saw. riwayat ‘Abd ar-Razzaq:
sl o 36 cog ol D Joo o 5 L B g i of 255
st padls gt
Dari Abi Sa‘id ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:
“Barang  siapa mempekerjakan  pekerja,  beritahukanlah
upahnya.”
f. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah:
s st : ooy e i Lo 1 Jy25 06 00 528 o3 e 2
A Sd O g sl
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw.
bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya
kering.”
g. Hadis Nabi saw. riwayat Riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-
Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, al-
Humaidi, al-Thabrani, Ibn Abi Syaibah, al-Bazzar, Ibn Abi

‘Asim, al-Diya' al-Muqaddasi, Abu al-Qasim Ibn Basyran, dan

Abu Zur‘ah al-‘Iraqi:

Ss3is fod Jdg2s G Jis ‘}l,r.\ s 2 Je 4 v o wt e

gy dale 3o e iz 0 050 ) 08 0§ A B sy 206
(A (5

Dari Usamah Ibn Syuraik bahwa dia berkata: "Seseorang datang

dan bertanya:'Wahai Rasulallah, apakah kita (harus) berobat?’
Beliau saw. bersabda: ’Iva benar, karena sesungguhnya Allah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ﬂl
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tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia pun menurunkan
penawarnya. (Penawar tersebut) diketahui oleh orang yang tahu,

dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu’.

Lafadz hadis yang lain, riwayat Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-
Tirmidzi yang juga mensahihkannya):
B :J6 $u31as W e dil Jo2s e SN 6 ;52T L 3
Tty 215 3] « 3155 3f 3Uas & g ) 415 3 § 41 O 13515 o Ste
Pl Nl ) ¢ 35 1)) 106 95h U o Julg 6 s 6 (¢
S (S5 38
Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa seseorang bertanya:
"Wahai Rasulallah, apakah kita (harus) berobat?” Beliau saw.
menjawab: "Iya benar. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah
kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu
penyakit kecuali Dia letakkan pula penawarnya atau obatnya,
kecuali satu penyakit”. Para sahabat pun bertanya: “Wahai
Rasulallah, apakah yang satu penyakit itu?” Beliau menjawab:
"Tua renta”. dalam redaksi yang lain: kecuali “Syam”, yaitu
kematian.
. Hadis riwayat Muslim, al-Nasa'i, Ahmad, al-Hakim, Ibn Hibban,
Al-Baihagi, Abu Ya‘la, al-Thahawi, al-Khathib al-Baghdadi, Abu

Zur‘ah al-‘Iraqi, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Mandah, dan Taj al-
Din al-Subki:

; Sp 4% 3 &, ¢% "
Gl 55 2155 o5 2K 1 JB oy ale 1 Lo I HF s 22
s &1 03 sz o113

=

Dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: "Bagi setiap penyakit ada
obatnya. Apabila suatu obat cocok untuk suatu penyakit, maka
orang itu pun sembuh dengan seizin Allah Ta'‘ala”.

. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, dan al-Tirmidzi:

3% 3

@35 21555 gind ob el G et e &0 : J6 ik of 22
(R 8 5 (o) 0B B B0 35 0 37 s G5 85 oy

Dari Abu Khuzamah yang bertanya: “Wahai Rasulullah,
bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan, dan
obat-obatan yang kami gunakan, serta pelindung yang kami
pakai, Apakah hal itu dapat menolak ketentuan (qadar) Allah?”
Beliau saw.. pun menjawab: "Semua (vang engkau sebutkan itu)
thagian dari qadar Allah”.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Ar
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j. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah,
Ibn Hibban, dan al-Tirmidzi:i

b o o gl b st 5 50 O d a8 g e
o 8y 206 el gaiol G U8 (gke 3B ) e ey e

(315 £33 e5l5y
Dari Wa’il ibn Hujr al-Hadhrami, Thariq ibn Suwaid al-Ju‘fi
bertanya kepada Nabi saw.. tentang khamr, maka Rasulullah saw.
melarang (untuk menggunakannya). Thariq berkata: “Aku

menggunakannya hanya sebagai obat”. Nabi saw. pun
menjawab: "Sesungguhnya khamr bukan obat, tetapi penyakit”.

k. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud:
2130 Jgf ) iy ade A o Js2g J6 136 50 g'i K
(% 153155 g 5B 2155 515 7K Jass eslsiy
Dari Abu al-Darda’, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya
Allah  telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia
menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, dan
Jjanganlah kalian berobat dengan yang haram”.
I. Hadis riwayat Imam al-Bukhari, al-Tirmidzi, Ahmad, al-Darimi,
al-Baihaqi, Ibn Hibban, al-Humaidi, Abu Dawud al-Thayalisi,

‘Abd al-Razzaq, Ibn al-Jarud, Abu Ya‘la, al-Thahawi, al-
Daruquthni, dan al-Baghawi:

R 3 e i g T A0 Gy Kol g iz 4 06
Ibn Mas‘ud berkata tentang benda yang memabukkan:

"Sesungguhnya Allah tidak vadikan kesembuhan penyakit
kalian pada sesuatu yang diharamkan”.

m. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-
Tirmidhi, dan Imam Ahmad:

W 5 2 ey e B Lo 1 025 45 06 Bk of 2
() g%
Dari Abu Hurairah, "Rasulullah saw. melarang berobat dengan
benda yang menjijikkan (al-khabits), yaitu yang dapat mematikan

(al-summ) ",

n. Riwayat al-Bukhari:

U o3 Yo b O3 Syaleddl 58 By ¢ Yy Il 3 A J6
@k

/
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Al-Zuhri berpendapat tentang air kencing unta: "Kaum muslimin
telah menggunakan air kencing unta sebagai obat, dan mereka
pun memandangnya sebagai hal yang biasa”.

o. Hadis riwayat Imam Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Thabrani:
P T T TR | SO 4 3 oM A &
S 4] Ao G 1l G o2 83 A )

“Sesungguhnya Allah memberikan pahala pada setiap perbuatan,
bahkan hingga suapan seorang hamba ke dalam mulutnya”.

p. Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i,
Malik, al-Daruquthni, al-Thabrani, dari Said ibn Zaid:

4 g o
“Pohon yang ditanam pada tanah orang lain tanpa izin tidak
menghasilkan sesuatu hak apapun”

q. Hadis riwayat Thabrani, Abu Ya‘la, al-Thabrani, al-Baihaqi, Ibn
‘Adi, dan Abu Nu‘aim:

ag O e 180sf gz 5y £ L §y

“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang mengerjakan
sesuatu dengan cermat.”

3. Kaidah fikih :
LA e g3 3l 3Ty ey Suadd g g
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau iadak
kebolehannya™.

g s .o
“Kemudaratan harus dihilangkan.”
whphsdl f8 Shal .o

“Keadaan darurat (menyebabkan) dibolehkannya (hal-hal)
yang terlarang.”

gyl U JE edy o
“Keperluan (akan sesuatu) dapat menempati posisi (setara
dengan) darurat.”

4. Agwal ulama:
a. Pendapat al-Syathibi:

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia }'
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Ba s g 5 sy gl Bz g Gl 5y s A0 B Sy
o3 ¢ il Sy U531 R Bl el e b Tolas o2
IECN RO R0 EA RV TR SO B4 I o I -Cﬁh
G dasly A2 O G5 —— gl laes 0 sl Job 2e S48 38
G Sy Of gy 1 J6 - a2y aZidly N @ 33500 cups N
¥ a5 iy W ad g2a8 b bbdi by B o

doz 502 Y 5 Bl by
“Sedangkan perb. itsar (mendahulukan orang lain) atas diri
sendiri ialah pengguguran hak (kepentingan) pribadi yang paling
berat, yaitu meninggalkan kepentingan diri sendiri demi untuk
kepentingan orang lain, yang didasarkan pada keyakinan yang
benar dan senantiasa tulus dalam bertawakkal kepada Allah, dan
menanggung kesulitan diri sendiri dalam rangka menolong
saudaranya yang seiman atas dasar cinta karena Allah; dan hal
itu merupakan manifestasi akhlak yang terpuji dan perbuatan
yang mulai. Hal ini merupakan perbuatan dan akhlak Rasulullah
saw. yang diridhai...."

Setelah mendasarkan argumentasinya dengan sejumlah hadis, al-
Syathibi menjelaskan: " Kesimpulannya bahwa perbuatan itsar
didasarkan pada pengorbanan kepentingan pribadi seseorang
yang bersifat  pragmatis, sehingga ia bersedia menanggung

kesulitan yang impa dirinya disebabkan i dahul;

ia ukan
kepentingan orang lain, tindakan ini tidak tercela selama tidak
melanggar tujuan syariah (magqashid al-syariah). Namun
demikian, Jika tindakan tersebut melanggar tujuan syariah maka
tidak dipandang sebagai pengguguran hak atau kepentingan
pribadi dan juga bukan perbuatan terpuji menurut syariah.

Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari MUKISI nomor: 084/MKS/V1/2015 tanggal
29 Juni 2015 ;

2. Rapat konsinyering DSN-MUI dengan MUKISI di Bogor pada
tanggal 08 -10 Februari 2016 ;

3. Rapat koordinasi antara MUKISI, DSN-MUI, Komisi Fatwa MUI,
dan LPPOM MUI di Bogor pada tanggal 18 April 2016 ;

4. Rapat pembahasan fatwa antara MUKISI dan DSN MUI di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia A/
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Menetapkan

Pertama

5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01

Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

I

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan  pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat.

. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

. Pemasok Alat Kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus,

mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan
pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki
fungsi tubuh.

. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi

yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi, untuk manusia.

. Pemasok Obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok

obat.

. Pelayanan Rumah sakit adalah pelayanan untuk mencegah,

mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah
Sakit.
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8. Penanggungjawab pasien adalah keluarga pasien atau pihak lain
yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggungjawab secara
finansial terkait pengobatan pasisen.

9. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan
(tafrith/tagshir), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak
dilakukan (ifrath/ta’addr).

10. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau
upah.

11. Akad Jjarah Muntahiyyah bit Tamlik adalah perjanjian sewa
menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas
benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

12. Akad Bai’ (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang
menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.

13. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua
pihak, di mana pihak pertama (malik, shahibul mal) menyediakan
seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola
(amil, mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka
sesuai nisbah yang disepakati.

14. Akad Musyarakah Mutanagishah adalah akad musyarakah atau
syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak
(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh
pihak lainnya.

15. Akad wakalah bi al-yjrah adalah akad pemberian kuasa dengan
imbalan (ujrah).

16. Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan
yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan
dilakukan terhadap pasien.

17. Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai
pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-
Undang Praktik Kedokteran.

18. Clinical Pathway (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan
detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil
yang diharapkan.

Kedua :  Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajib
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
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Ketiga

Keempat

Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad
ljarah atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai
pengguna jasa (Musta jir), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi
Jjasa (4jir).

. Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad ijarah; Rumah

Sakit sebagai pemberi jasa (4jir), dan Pasien sebagai pengguna jasa
(Mustajir), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.

. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan

Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok) dapat

berupa:

a. Akad jjarah; Rumah Sakit sebagai penyewa (musta’jir), dan
pemasok sebagai pihak yang menyewakan (mujir);

b. Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik; akad sewa yang diakhiri
dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari mujir
kepada musta jir;

c. Akad bai; Rumah Sakit sebagai pembeli (musytari), dan
pemasok sebagai penjual (ba'i’);

d. Akad mudharabah; Rumah Sakit sebagai pengelola (mudharib),
dan pemasok sebagai pemilik modal (shahib al-mal); atau

e. Akad musyarakah mutanagishah; rumah sakit dan pengelola
menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok
berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah
sakit secara bertahap.

4. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:

a. Akad bai‘; rumah sakit sebagai pembeli (musytari), dan
pemasok obat sebagai penjual (ba'i’), baik secara tunai
(nagdan), angsuran (tagsith), maupun tangguh (za jil); atau

b. Akad wakalah bi al-wjrah; Rumah Sakit sebagai wakil, dan
pemasok obat sebagai pemberi kuasa (muwakkil) untuk menjual
obat kepada pasien.

Ketentuan terkait Akad

1.

Dalam hal para pihak menggunakan akad ijarah, maka berlaku
ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-
MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah.

. Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku

ketentuan dan syarat akad jual-beli yang terdapat dalam fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dalam hal para pihak menggunakan akad al-ljarah Muntahiyyah bi
al-Tamlik, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah
Muntahiyyah bi al-Tamlik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI
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Nomor 27/DSN-MUI/I11/2002 tentang al-ljarah al-Muntahiyyah bi
al-Tamlik.

4. Dalam hal para pihak menggunakan akad Musyarakah
Mutanaqgishah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad
Musyarakah Mutanagishah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI
Nomor 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

5. Dalam hal para pihak menggunakan akad mudharabah, maka
berlaku ketentuan dan syarat akad mudharabah yang terdapat dalam
fatwa DSN-MUI  Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

6. Dalam hal para pihak menggunakan akad Wakalah bi al-Ujrah,
maka berlaku ketentuan dan syarat akad Wakalah bi al-Ujrah yang
terdapat dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-
MUVIV/2000 tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor
52/DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Kelima :  Ketentuan terkait Pelayanan

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (stakeholders)
wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan
sebaik-baiknya.

2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan
Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar
pelayanan yang berlaku.

3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah,
santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan
pelayanan yang transparan dan berkualitas.

5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada
pasien.

6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual
keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua
peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib
mewujudkan akhlak karimah.

9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat,
risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
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Keenam

Ketujuh

Kedelapan

. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama

Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang
kedokteran (al-masa’il al-fighiyah al-waqi’iyah al-thibbiyah).

. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang

wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata
cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan

Rumah Sakit.

Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman,
Kosmetika, dan Barang Gunaan

1.

Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman,
kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat
Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);

. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari

MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur
yang haram;

. Dalam kondisi terpaksa (dharuraf), penggunaan obat yang

mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed
consent.

Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan
Dana Rumah Sakit

Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah
dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi,
lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset
lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan
usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah. g
Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat,
infaq, sedekah, dan wakaf.

Ketentuan Penutup

L

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
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